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Artinya : “Orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti kedudukan orang yang dirasuki setan karena (tekanan) kegilaan. 

Keadaan mereka seperti itu, karena mereka mengatakan (pendapat), 

sebenarnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah 

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang 

telah mendapat larangan dari Tuhannya, kemudian berhenti (dari 

mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya sebelumnya 

(sebelum datangnya larangan); dan urusannya (diserahkan) kepada 

Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah 

penghuni neraka; mereka tinggal di dalamnya”. (Al Baqarah ayat 275).
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ABSTRAK 

Reynaldy Pangestu Susanto, 2023:Praktik Jual Beli Followers Instagram Perspektif 

Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah 

Kata kunci:Jual Beli, Followers, Instagram, Undang-Undang Nomor 11 tahun 

2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik, Hukum Islam. 

Problematika terkait diferensiasi status hukum dari jual beli followers 

Instagram menjadi kebingungan tersendiri dalam penentuan hukumnya 

dikarenakan tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang kebolehan dan 

larangan untuk membuat, memperjualbelikan dan mengiklankan sebuah akun 

media sosial. Hal ini juga jika dilihat dalam perspektif jual beli menurut hokum 

Islam yang secara konsepsi terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus 

dipenuhi oleh seseorang yang berakad jual beli. 

Penelitian ini berfokus pada dua fokus kajian yang telah dirumuskan yaitu: 

1).Bagaimana analisis jual beli followers Instagram menurut Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019?, 2). 

Bagaimana jual beli followers Instagram menurutakad Ijaroh?. 

Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu: 1). Untuk mengetahui cara jual 

beli followers Instagram menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. 2). Untuk mengetahui hukum jual 

beli followers Instagram menurut akad Ijaroh. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dua 

pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini 

didasarkan pada jenis penelitian yang termasuk kedalam peneleitian kepustakaan 

(library research) yang bersifat yuridis normatif. Penelitian ini didasrkan pada 

pencarian data berupa dokumen peraturan perundang-undangan atau literatur 

hukum yang memiliki pembahsan dengan problematika yang telah diangkat dalam 

penelitian. 

Hasil penelitian menyimpulkan dua hal yaitu: 1). Jual beli followers 

Instagram merupakan jual beli yang legal untuk dilakukan, karena berdasarkan 

UU ITE, transaksi elektronik berupa jual beli followers instagram yang dijalankan 

sudah memenuhi susbtansi legalitas yang ditentukan peraturan perundang-

undangan berupa Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik dan PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik, 2). Berdasarkan tekhnis jual beli ini memiliki keidentikan 

dengan jual beli ijarah yang pelaksanaannya berupa pemesanan barang sesuai 

dengan ciri-ciri yang telah disebutkan kemudian pembayarannya di awal, serta 

dalam teknis jual beli followers produk yang ditawarkan adalah jasa tambah 

followers yang tidak memerlukan pemindahan hak kepemilikan akun followers, 

akan tetapi pemanfaatan dari akun followers yang dimiliki penjual. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Allah SWT sebagai satu 

entitas yang tidak terpisahkan dengan ciptaan lainnya. Karakteristik kausalitas 

ini menjadikan setiap makhluk memiliki ketergantungan satu sama lain, baik 

dalam sakala luas seperti manusia yang butuh terhadap tumbuhan dari hasil 

ftosintesisnya, dan tumbuhan yang butuh akan manusia untuk membantu 

dalam proses pertumbuhannya, dan dalam skala lebih kecil manusia 

membutuhkan manusia lainnya untuk hidup. Interaksi saling membutuhkan 

ini dalam sakala kecil disebut sebagai kehidupan sosial yang melibatkan 

manusia dengan manusia lainnya agar saling mengandalkan untuk hidup di 

dunia ini, seperti pemenuhan kebutuhan materil ataupun in materill. 

Kehidupan sosial ini telah diatur secara rinci dalam ketentuan syariat Islam 

berupa dengan aturan, norma dan sanksi untuk menjalankan kehidupan 

duniawi sesuai dengan aturan yang telah dirumuskan syariat Islam. Dalam 

syariat islam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi serta interaksi 

sosial dijelaskan secara lengkap pada bagian muamalah.
1

 Diskursus 

muamalah dikelompokkan dalam bagian fikih yang mengkaji terkait interaksi 

setiap muslim dengan muslim seperti kegiatan jual beli, perjanjian, dan 

sesuatu yang berhubungan dengan sebuah akad secara umum.
2
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Interaksi sosial pada era modern ini diwarnai dengan berbagai 

kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berkembang di setiap daerah 

terpencil pada setiap negara. Di era modernisasi ini, ruang-ruang interaksi 

yang dahulu terasa cukup sempit bagi setiap manusia, kini menjadi ruang 

yang sangat terbuka bagi setiap individu untuk melakukan proses interaksi. 

Sehingga jarak yang dahulu menjadi alasan untuk membangun sebuah 

interaksi sosial kini seolah-olah bahkan memang sudah tidak ada, karena 

setiap orang dapat berinteraksi hanya dengan cara menatap sebuah layar 

melalui teknologi smartphone.
3

 Kemajuan ini bukan hanya mendukung 

proses interaksi yang terjadi antara setiap individu, akan tetapi juga 

berdampak pada kemudahan bagi setiap individu untuk membuat jalan dalam 

menjalankan kehidupan duniawinya, seperti kemudahan seseorang untuk 

dapat berjualan hanya melalui sebuah marketplace yang tersedia secara 

online, sehingga setiap orang dapat membeli barang hanya melalui ponsel 

masing-masing. 

Jual beli yang dilakukan melalui sebuah sistem daring kini memang 

menjadi trend tersendiri bagi manusia abad ke-20. Karena di era serba instan 

ini, manusia menginginkan segala sesuatu dapat diperoleh secara instan tanpa 

membuang-buang tenaga untuk mendapatkannya, seperti contoh bertransaksi 

dengan cara online.
4
 Hal ini tentu berdampak positif selama trend ini masih 

berada pada koridor yang dapat dimanfaat oleh orang-orang yang memiliki 
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kredibilitas dan elektabilitas, karena dengan adanya sistem jual beli online, 

maka hajat manusia untuk melakukan jual beli dapat diakomodasi dengan 

mudah. Akan tetapi, tidak selamanya trend jual beli online dimanfaat secara 

positif bagi tiap individu, karena dengan adanya sistem jual beli online yang 

tidak perlu bertatap muka membuat peluang untuk melakukan hal yang 

negatif terbuka secara lebar.
5
 Penipuan dan kecurangan menjadi satu hal yang 

sudah lumrah terjadi dalam sistem jual beli online, ketika penjual tidak 

memiliki kredibilitas pada saat menjalankan market yang dibuatnya.  

Islam sebagai agama yang bersifat rahmatan lil alamin sangat tidak 

menghendaki adanya unsur kecurangan dan penipuan yang dilakukan dalam 

prosesi jual beli sehingga mengakibatkan mudhorot yang tercipta akibat dari 

proses transaksi tersebut. Pada dasarnya jual beli dalam islam adalah sesuatu 

yang mubah ketika persyaratan dan rukun dari jual beli terpenuhi secara 

keseluruhan. Sayyid Sabiq mendefiniskan jual beli sebagai prosesi 

pemindahan sebuah harta yang dimiliki secara kredibel dengan sesuatu yang 

bernilai setara.
6
 Dalam hukum islam, konsepsi atas jual beli yang bersifat 

mubah didasari oleh nash Qur’an yaitu surah Al Baqarah ayat 275 sebagai 

berikut:
7
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Artinya : “Orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 

melainkan seperti kedudukan orang yang dirasuki setan karena 

(tekanan) kegilaan. Keadaan mereka seperti itu, karena mereka 

mengatakan (pendapat), sebenarnya jual beli itu sama dengan riba, 

padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba. Orang-orang yang telah mendapat larangan dari Tuhannya, 

kemudian berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang 

telah diambilnya sebelumnya (sebelum datangnya larangan); dan 

urusannya (diserahkan) kepada Allah. Orang yang kembali 

(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka; mereka 

tinggal di dalamnya”. (Al Baqarah ayat 275). 

 

Wahbah Zuhaili berpendapat tentang ayat ini bahwa, konsepsi jual 

beli dan riba sangatlah berbeda, dikarenakan jual beli merupakan proses tukar 

menukar barang dengan sebuah harta yang dilakukan sesuai kebutuhan dan 

nilai barang tersebut, sementara riba adalah pengambilan keuntungan yang 

tidak didasarkan atas nilai sebuah barang.
8

Ayat tersebut memberikan 

legitimasi bahwa jual beli adalah sebuah tindakan yang legal secara syar’I dan 

berdasarkan pendapat Wahbah Zuhaili, kelegalan tersebut harus dibatasi pada 

ketentuan yang mengatur jual beli agar tidak seperti riba dengan mengambil 

keuntungan melalui jalan yang bathil. 

Jalan kebathilan yang ditempuh pada saat melakukan transaksi jual 

beli merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh syariat. Secara historis 

tidak dapat ditutupi bahwa sejak era dahulu transaksi bathil memang selalu 

ada, seperti kecurangan terhadap berat timbangan yang dilakukan untuk 
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meraup sebuah keuntungan, objek yang digunakan jual beli tidak sesuai 

dengan pesanan pembeli dan kecurangan lainnya. Dan di era kemajuan 

teknologi seperti sekarang, kecurangan dalam jual beli juga mengalami 

perubahan secara signifikan dan terbuka lebar bagi individu yang tidak 

kredibel, terutama dalam transaksi yang dilakukan melalui sistem online. 

Contohnya adalah jual beli barang dengan harga yang sangat murah, akan 

tetapi objek jual beli pada saat sudah diterima sudah rusak, atau bahkan 

barang yang telah dibeli tidak pernah dikirimkan oleh penjual. Akan tetapi, 

kebathilan yang marak terjadi dalam proses transaksi tidak membuat status 

jual beli yang dilakukan secara daring menjadi haram. Karena pada dasarnya, 

hakikat yang membuat jual beli menjadi sah adalah ketika seluruh syarat dan 

rukun jual beli terpenuhi. Dan sebagai agama yang ajarannya senantiasa 

sesuai dengan zaman dan tempat, hukum islam tetap berpegang pada status 

dasar dari kemubahannya jual beli yang dilakukan secara online.
9
 

Status mubah yang ditetapkan oleh hukum islam pada jual beli dengan 

persyaratan harus yang secara keseluruhan dipenuhi juga sama dengan status 

yang diberikan oleh hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pasal 1457 

KUHPER menegaskan bahwa jual beli pada dasarnya adalah pengikatan 

seseorang dengan sebuah persetujuan untuk mengalihkan status barang 

kepemilikannya kepada orang lain dengan memberikan sebuah imbalan yang 

sudah dijanjikan diantara keduanya”.
10

 Pengaturan pada pasal ini adalah 
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ditujukan pada jual beli yang dilakukan secara tatap muka yang memberikan 

gambaran bahwa definisi dari jual beli menurut KUHPER dengan definisi 

yang dikemukakan oleh ulama Islam memiliki kesamaan. Dan pada 

perkembangan era ini, jual beli secara online diatur dalam hukum positif pada 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik (UU ITE). Undang-undang ini menjadi payung hukum yang 

mengakomodasi hal ihwal interaksi dan transaksi yang dilakukan dengan 

basis sistem online, baik itu media sosial, jual beli online atau iklan secara 

online yang secara rinci telah diatur dalam undang-undang ini. Adanya UU 

ITE menjadi norma yang harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia 

ketika berada sebagai pengguna sistem online berupa kegiatan interaksi 

dengan media sosial ataupun transaksi online, sehingga dengan adanya UU 

ini dapat menjadi tameng serta legal activity yang akan melindungi seseorang 

ketika dihadapkan pada problem pada saat melakukan kegiatan melalui sistem 

online.
11

 

Objek jual beli pada umumnya adalah berupa barang atau jasa yang 

objek secara nyata ada dan dapat dibuktikan keberadaannya. Karena jika 

objek yang diperjual belikan tidak ada dan tidak dapat dibuktikan 

keberadaannya akan mempengaruhi status jual beli menjadi tidak sah, karena 

hal tersebut akan berpotensi menyebabkan terjadinya jual beli secara 

gharar.
12

Perkembangan zaman hari ini tidak hanya membawakan trend baru 

dalam jual beli online saja, akan tetapi objek jual beli pada umumnya turut 
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Karim Hasibullah, “Penegakan Hukum pada Perlindungan Konsumen dalam Transaksi 

Online Perspektif Islam”, Al Islah Vol. 2 No. 1 (2019), 29. 
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Indriansyah, Hukum Ekonomi: Pengantar dan Modul, 29. 
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berubah secara signifikan. Seperti contoh adalah jual beli followers 

(pengikut)akun media sosial Instagram yang hari ini menjadi trend tersendiri. 

Jual beli folowers dikategorikan sebagai jual beli terhadap jasa, karena secara 

teknis jual beli ini tidak didasarkan pada pengalihan barang kepada seseorang, 

akan tetapi berupa penggunaan jasa seseorang untuk menambahkan followers 

seseorang. Akan tetapi pendapat lain menyatakan bahwa jual beli followers 

tidak termasuk kategori penjualan jasa, namun hal ini dikategorikan sebagai 

penjualan barang dengan objek sebuah akun yang menjadi dasar atas 

pengalihan barang kepada seorang pembeli.
13

 

 
 

 
Gambar 1. 1 

Data Statistik Pengguna Sosial Media 

                                                             
 

13
Leni Fitri Yulianti, “Analisis Jual Beli Followers Instagram Perspektif Hukum Positif”, 
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Instagram sebagai media sosial yang menduduki peringkat dua 

sebagai media dengan pengguna terbanyak di Indonesia menjadikan 

Instagram sebagai media sosial yang sangat strategis untuk digunakan sebagai 

platform online untuk melakukan kegiatan sosial seperti berjualan atau 

mengiklankan sebuah produk.
14

 Untuk mendapatkan kelebihan dalam proses 

menjalankan kegiatan melalui Instagram haruslah didukung oleh beberapa hal 

salah satunya adalah followers. Karena dengan jumlah followers, pengguna 

Instagram akan diperhitungkan eksistensinya ketika melakukan sebuah 

kegiatan melalui akunnya tersebut, sehinga saat pengguna memiliki followers 

yang terbilang cukup banyak akan mempengaruhi eksistensi seseorang agar 

diperhitungkan oleh orang lain.
15

 Oleh karena itu, trend dalam pembelian 

jumlah followers menjadi kultur yang semakin merambah pada ranah luas, 

dengan tujuan salah satunya adalah untuk memperoleh eksistensi serta 

popularitas yang akan berguna dalam menjalankan kehidupan bermedia 

sosial. Meskipun secara praksis tujuan dari pembelian followers tidak dapat 

digeneralisasi secara menyeluruh bahwa tujuannya hanya untuk mencapai 

popularitas, akan tetapi pada umumnya hal ini dilakukan untuk memperoleh 

hal tersebut, karena selain untuk mencapai popularitas, pembelian jumlah 

                                                             
 

14
“Daftar Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia 2022”, diakses pada 

tanggal 27 Desember 2022, https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-

digunakan-di-indonesia-2022 

JpfD1#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat.,Merilis%20data%20data%20dari%20We%20

Are%20Social%2C%20platform%20media%20sosial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20

Telegram.  

 
15

Nafisah Iyasarah, “Peran Followers dalam Mengembangkan Pengaruh Publik”, 

Intelegensia Vol. 3 No. 2 (2017), 8. 

https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022%20JpfD1#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat.,Merilis%20data%20data%20dari%20We%20Are%20Social%2C%20platform%20media%20sosial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20Telegram
https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022%20JpfD1#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat.,Merilis%20data%20data%20dari%20We%20Are%20Social%2C%20platform%20media%20sosial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20Telegram
https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022%20JpfD1#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat.,Merilis%20data%20data%20dari%20We%20Are%20Social%2C%20platform%20media%20sosial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20Telegram
https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022%20JpfD1#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat.,Merilis%20data%20data%20dari%20We%20Are%20Social%2C%20platform%20media%20sosial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20Telegram
https://goodstats.id/infographic/media-sosial-yang-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-2022%20JpfD1#:~:text=digunakan%20oleh%20masyarakat.,Merilis%20data%20data%20dari%20We%20Are%20Social%2C%20platform%20media%20sosial,Facebook%2C%20TikTok%2C%20dan%20Telegram
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followers juga ada yang ditujukan untuk membantu proses pengiklanan 

produknya agar dapat mudah diakses oleh setiap orang.
16

 

Transaksi elektronik seperti jual beli online selama didasarkan pada 

asas yang disebutkan dalam UU ITE, maka transaksi tersebut tidak memiliki 

larangan untuk dilakukan. Pasal 3 UU ITE menyebutkan bahwa 

“Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan 

berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan 

kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.
17

 Berdasarkan pasal ini, 

maka jual beli yang dilakukan dalam sistem daring saat dijalankan dengan 

mengedepankan asas kepastian hukum, kemanfaatan, hati-hati, iktikad baik 

dan kebebasan, maka tidak ada pelarangan secara legal yang dapat dijadikan 

sebuah rujukan untuk menghukumi jual beli online. Hal ini juga berlaku pada 

jual beli followers Instagram, ketika dilakukan dengan mengedapankan asas 

tersebut maka secara legal formil tidak menyalahi aturan. Dan secara teknis 

dijelaskan dalam pasal 9 UU ITE bahwa pengaturan pada penjualan dengan 

sistem elektronik seorang penjual harus memberikan perincian terkait 

informasi produk secara detail dan terperinci. Jual beli followers Instagram, 

setiap akun penjual memiliki teknis penjualan yang berbeda, akan tetapi 

secara umum penjualan didasarkan pada pelayanan jasa penambahan 

followers Instagram yang mengklasifikasikan pada pembelian followers aktif 

dan pasif. Namun, dalam teknis jual beli followers Instagram beberapa akun 

penjual tidak menjelaskan secara rinci tentang deskripsi akun aktif dan pasif, 

                                                             
 

16
Indra. Jurnal Bisnis Vol. 1 No. 2 (Maret 2019), 97. 

 
17

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 3. 
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sehingga tidak diketahui asal usul akun followers tersebut apakah berasal dari 

sistem BOT atau memang seseorang yang disewa akunnya.
18

 Akibat dari 

kekaburan hal ini, maka akan menjadi masalah jika terdapat akun yang bukan 

miliki dari akun penjual menjadi followers dalam transaksi tersebut. Dan hal 

ini sangat dilarang oleh ketentuan pasal 32 ayat 1 UU ITE karena disinyalir 

hal tersebut sebagai tindakan menyebarkan informasi dan dokumen elektronik 

orang lain. 

Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah 

mengakomodasi kepentingan setiap pengguna media elektronik baik untuk 

transaksi jual beli dan interaksi sosial. Jual beli followers Instagram secara 

aspek yuridis positivistik telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-

undangan yang terejawantahkan dalam pasal 9, dan 17-22 UU ITE. Akan 

tetapi, dalam hukum islam jual beli followers merupakan jual beli yang 

memiliki kekaburan dalam objek jual belinya, sementara dalam hukum jual 

beli menurut islam keberadaan objek adalah rukun yang harus dipenuhi dalam 

proses jual beli. Problematika terkait diferensiasi status hukum dari jual beli 

followers Instagram menjadi kebingungan tersendiri dalam penentuan 

hukumnya dikarenakan tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang 

kebolehan dan larangan untuk membuat, memperjualbelikan dan 

mengiklankan sebuah akun media sosial. Karena hal ini penulis tertarik untuk 

menjadikan problematika ini sebagai judul penelitian yaitu “Praktik Jual Beli 

Followers Instagram Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah”. 
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B. Fokus Penelitian 

1. Bagaimana analisis jual beli followersInstagram menurutUndang-Undang 

Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019? 

2. Bagaimanajual belifollowersInstagram dalam Perspektif Akad Ijaroh? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui analisisjual beli followersInstagram menurutUndang-

Undang Nomor 11 tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 

2019. 

2. Untuk mengetahui analisisjual belifollowersInstagram dalam Perspektif 

Akad Ijaroh. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dalam hal ini merupakan penjabaran terkait 

sesuatu yang diharapkan berupa kontribusi atau sumbangsi yang hadir atas 

sebuah penelitian yang diteliti. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa 

manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Harapan dari adanya penelitian ini secara kontributif dapat 

menambah bahan diskursus yang secara teoritis berdampak pada kajian di 

bidang hukum ekonomi syariah terutama berkaitan dengan praktik jual 

beli followers Instagram yag ditinjau berdasarkan prinsip akad ijaroh serta 

dikomparasikan dengan analisis yuridis terkait norma hukum jual beli 

online sepertiUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
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dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan di 

bawahnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Pengguna Instagram 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan lebih kepada masyarakat, terutama bagi pengguna 

aplikasi Instagram untuk lebih memahami jual beli akun Instagram 

secara aman. 

b. Bagi peneliti 

Disamping sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi 

penulis, penilitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh 

praktisi Hukum Islam untuk memberikan kepuasan yang bersifat 

hukum kepada masyarakat. 

E. Definisi Istilah 

1. Analisis 

Analisis berdasarkan KBBI didefinisikan sebagai proses mengupas 

sebuah persoalan dengan elaborasi atau pengkajian secara komprehensif 

dan cermat.
19

 

2. Jual Beli 

Jual beli adalah persetujuan antara dua pihak atas pengalihan 

kepemilikan barang dengan kesepakatan beruapa harga yang telah 

                                                             
19

Lembaga Bahasa Kemendikbud, KBBI Cet. 4, (Jakarta:Kemendikbud, 2006), 75. 
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dijanjikan.
20

 KUH Perdata menjabarkan bahwa jual beli merupakan sebuah 

perjanjian yang dilakukan oleh dua orang dengan sifatnya yang mengikat 

dalam pegalihan sebuah barang kepada orang lain dengan cara membayar 

atas pengalihan tersebut.
21

 

3. Followers  

Followers memiliki arti kata sebagai pengikut yang memiliki asal 

terjemahan dari bahasa Inggris.
22

 Penelitian ini memberikan definisi pada 

followers adalah seseorang yang menjadi pengikut pada sebuah akun 

media sosial orang lain. 

4. Instagram 

Instagram merupakan layanan daring yang beroperasi dengan 

tujuan sebagai alat komunikasi serta memiliki beberapa fitur untuk 

melakukan upload foto dan video.
23

 

5. Perspektif 

Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan terkait suatu 

objek berdasarkan pengamatan subjektif atau objektif seseorang.
24

 

6. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik 

Peraturan yang memiliki rumusan norma untuk ditaati dalam 

kaitannya aktivitas yang dilakukan dengan sebuah jaringan sistem 

elektronik daring, baik dalam penyebaran informasi secara online dan 

                                                             
 

20
Lembaga Bahasa Kemendikbud, KBBI Cet. 4, 186. 

 
21

Setneg RI, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1457. 

 
22

Ryan Mahendra, Followers dan Serba-Serbi Media Sosial, (Jakarta: MD Press, 2017), 9.  

 
23

Mahendra, Followers dan Serba-Serbi Media Sosial, 19. 
24
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transaksi elektronik.
25

 Undang-undang ini lahir atas diskursus cyber law 

yang pada era modern sangat penting untuk diatur agar memiliki batasan 

terhadap aktivitas yang dilakukan melalui layanan elektronik sehingga 

pemanfataan teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan pada 

koridor yang memiliki kemaslahatan.
26

 

7. Akad 

Akad berasal dari akar kata „aqdun dalam bahasa arab yang 

memiliki arti ikatan. Sementara secara terminologis, kata akad digunakan 

dalam bahasa sehari-hari untuk mengikatkan sebuah ucapan dalam 

beberapa hal salah satunya adalah jual beli yang dalam praktiknya 

memiliki saling keterikatan setelah kedua subjek hokum melakukan proses 

jual beli.
27

 

8. Ijarah 

Ijarah berasal dari bahasa arab Al-Ajru yang memiliki arti sebagai ganti 

atau upah.
28

 Dalam jual beli, ijarah adalah transaksi yang dilangsungkan 

dengan objek jasa yang diberikan kepada pembeli.
29

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan 

skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya 

menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan 
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Sulistyo Andriani, Hukum Teknologi Informasi (cyber law), (Yogyakarta: PT Raja 

Grafindo, 2019), 3. 

 
26

Setneg RI, Undang-Undang  Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik, Paragraf Kedua BAB Penjelasan. 
27

Jihan Yulianti, Hukum Ekonomi Islam Modern, (Bandung: CV AlfaBeta, 2016), 27. 
28

Yulianti, Hukum Ekonomi Islam Modern, 87. 
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layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam 

penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan 

pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan 

petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu: 

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang 

pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua 

fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, 

ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah 

ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang 

akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. 

BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan 

pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang 

mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan 

dan perumusan penelitian. 

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang 

meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, 

teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian. 

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi 

uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian 

ini.  

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari 

beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang 
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berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan 

penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN KEPUSTAKAAN 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dalam penelitian ini diuraikan dengan maksud dan 

tujuan agar gambaran penelitian terkait gap research dapat diketahui, 

sehingga dari penelitian terdahulu dapat diuraikan perbedaan, persamaan, dan 

kebaharuan penelitan dengan penelitian ini.
30

 penelitian terdahulu yang 

disajikan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Nuranisa, dari skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang 

Praktik Jual Beli Followers, Likes, Dan Viewer di Media Sosial Instagram” 

(Universitas Agama Islam Negeri Raden Intan lampung, 2018). Problem 

yang dibahas dalam tulisan ilmiah ini adalah mengenai pro-kontra 

terjadinya praktik jual beli terhadap objek yang tidak nampak 

yaitufollowers, likes, dan viewers. Penelitian ini mendasarkan analisisnya 

pada analisis deskriptif dengan meninjau problem hukum tersebut melalui 

hukum Islam. Penelitian ini menggabungkan dua jenis penelitian, yaitu 

penelitian lapangan (field research) dan penelitian pustaka (library 

research) sebagai pendukung. Penelitian yang bersifat deskriptif analisis ini 

mendeskripsikan dan menganalisa status hukum tentang jual beli followers, 

likes, dan viewer. Dari hasil analisis dapat peneliti menyimpulkan bahwa 

jual beli ini tidaklah sah dan haram untuk dilakukan, karena dalam prinsip 

muamalah dari segi mendatangkan manfaat dan menjauhkan dari 
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mudharat, maka dalam jual beli ini tentu saja ada manfaatnya namun itu 

kecil sekali bahkan bisa saja mendatangkan mudharat yang disebabkan 

adanya unsur penipuan yang tentu sangat merugikan pembeli, konsumen, 

dan masyarakat umum yang masih awam dengan transaksi jual beli ini. 

2. Rifky Fadillah Anwar, judul skripsi “Jual Beli FollowersSosial Media 

Instagram Dalam Perspektif Hukum Islam” (Institut Agama Islam Negeri 

Bengkulu, 2019). Pembahasan pada penelitian ini adalah pandangan hukum 

islam tentang transaksi jual beli follower yang ditujukan untuk menambah 

pengikut pada media sosial Instagram dengan teknis penjual dan pembeli 

tidak bertemu serta objek jual beli berupa sebuah akun yang tidak diketahui 

asal muasal akun tersebut milik siapa. Hasil penelitian ini menyimpulkan 

bahwa praktik jual beli follower merupakan jual beli yang tidak 

diperbolehkan dikarenakan terdapat unsur kekaburan pada objek jual beli, 

sehingga dalam islam hal ini dkategorikan sebagai jual beli yang 

mengandung unsur gharar dan objek tersebut secara tidak langsung bisa 

diduga bukan milik sendiri sehingga hal ini akan menghilangkan syarat atas 

objek jual beli yang telah dirumuskan dalam hukum islam. 

3. Siti Nuraidah Rizqi, dari skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Followers 

Instagram Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (Universitas Islam 

Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Pembahasan dalam penelitian 

ini berfokus pada kajian terhadap praktik jual beli pengikut Instagram yang 

secara praktis dirumuskan oleh beberapa kalangan dengan dua pendapat 

yang saling kontradiktif, sehingga penelitian ini mencobauntuk menggali 
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lebih dalam terkait hukum jual beli pengikut Instagram berdasarkan 

perpspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Analisis yang digunakan untuk 

menunjang penelitian ini mencapai kesimpulan adalah analisis deskriptif 

sehingga secara sederhana penelitain ini memberikan kesimpulan bahwa 

adapun praktik jual beli pengikut Instagram tidak dapat dkatakan sesuai dan 

telah mengikuti prinsip bai‟ dalam syariat Islam. Hal ini didasari oleh 

penggunaan system akad yang tidak memperhatikan prinsip jual beli yang 

telah diatur berdasarkan Al-Qur’an, hadits dan kaidah fikih, dan tidak 

memenuhi rukun dan syarat jual beli. 

4. Hasna Afifah Aftriani, judul skripsi “Status Kepemilikan Jual Beli 

Followers Instagram Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah” 

(Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021). Penelitian ini 

memiliki pembahasan terkait problematika praktik jual beli pengikut 

instagram yang status kepemilikan pembelian pengikut tersebut tidak dapat 

diterangkan secara jelas. Sehingga peneliti dalam hal ini menarik penelitian 

untuk difokuskan pada kajian status kepemilikan atas jual beli tersebut 

dengan ditinjau berdasarkan prinsip yang dirumuskan dalam fiqh 

muamalah. Kesimpulan dalam penelitian ini memberikan gambaran bahwa 

status kepemilikan dalam praktik jual beli pengikut Instagram tidaklah 

mengacu pada prinsip fiqh muamalah secara keseluruhan. Bahkan 

ketidakjelasan status kepemilikan atas jual beli tersebut membuka peluang 

untuk terciptanya gharar. Hal ini dapat diketahui melalui berkurangnya 
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pengikut yang telah dibeli secara tidak jelas dan tanpa diketahui oleh 

pembeli. Melalui kesimpulan ini praktik jual beli adalah sesuatu yang 

dilarang karena tidak menggunakan prinsip yang ada dalam fiqh muamalah. 

5. Aang Sobari Saeful Risal, judul skripsi “Jual Beli Followers Dalam 

Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” (Universitas Islam Negeri 

Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022). Pembahasan dalam penelitian ini 

adalah terkait analisis jual beli followers yang ada di media sosial sebagai 

suatu problematika yang ada di masyarakat, karena terdapat kontradiksi 

pendapat terkait status keabsahan praktik jual beli ini. Metode yang 

digunakan peneliti untuk sampai pada kesimpulan adalah penelitian pustaka 

dengan penggunaan analisis deskriptif yang didukung oleh teori masalahah 

dan hukum perikatan yang berlaku di Indonesia. Kesimpulan dari penelitian 

ini menyebutkan bahwapraktik jual beli followes di media sosial berlaku 

dua status hukum secara prinsip Islam dan hukum perikatan yaitu; sah jika 

tujuan transaksi untuk kepentingan bisnis dan tidak sah jika hanya untuk 

popularitas saja. 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

 

No Nama judul Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Nuranisa,  

“Tinjauan Hukum Islam 

Tentang Praktik Jual 

Beli Followers. Likes, 

Dan Viewer Di Media 

Sosial Instagram” 

- Penelitian terdahulu 

dan penelitian ini 

melakukan analisis 

berdasarkan hukum 

Islam 

- Obyek penelitian 

tentang jual beli 

followers instagram 

- Obyek penelitian 

terdahulu membahas 

jual beli follower, likes, 

dan viewer di media 

sosial Instagram, 

sedangkan peneliti 

membahas jual beli 

followers Instagram. 
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 - Pada penelitian 

terdahulu menggunakan 

tinjauan Hukum Islam 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan tinjauan 

menurut Undang-

Undang Nomor 11 

Tahun 2008 dalam 

perspektif hukum Islam 

 

2 Rifky Fadillah Anwar, 

“Jual Beli Followers 

Sosial Media Instagram 

Dalam Perspektif 

Hukum Islam”   

- Obyek penelitian 

tentang jual beli 

followers instagram 

 

- Pada penelitian 

terdahulu hanya 

ditinjau dalam 

perspektif hukum 

Islam, sedangkan dalam 

penelitian ini ditinjau 

dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 

dan hukum Islam 

3 Siti Nuraidah Rizqi,  

“Praktik Jual Beli 

Followers Instagram 

Dalam Perspektif 

Hukum Ekonomi 

Syariah” 

- Obyek penelitian 

tentang jual beli 

followers intagram 

- Pada penelitian 

terdahulu ditinjau 

menurut perspektif 

hukum ekonomi 

syariah, sedankan pada 

penelitian ini 

menggunakan tinjauan 

Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 

dalam perspektif 

hukum Islam 

4 Hasna Afifah Aftriani,  

“Status Kepemilikan 

Jual Beli Followers 

Instagram Ditinjau 

Menurut Perspektif 

Fiqh Muamalah” 

- Obyek penelitian 

tentang jual beli 

followers instagram 

 

- Pada penelitian 

terdahulu ditinjau 

menurut perspektif 

fiqh muamalah, 

sedangkan pada 

penelitian ini 

menggunakan tinjauan 

Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 

dalam perspektif 

hukum Islam 

 

5 Aang Sobari Saeful 

Risal,  

“Jual Beli 

- Penelitian 

terdahulu dan 

penelitian ini 

- Pada penelitian 

terdahulu obyek 

penelitian tentang jual 
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FollowersDalam 

Perspektif Hukum 

Islam Dan Undang-

Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang 

Informasi Dan 

Transaksi Elektronik” 

melakukan analisis 

menurut Undang-

Undang Nomor 11 

Tahun 2008 dalam 

perspektif hukum 

Islam 

beli followers 

 

B. Kajian Teori 

1. Jual Beli dalam Islam 

a. Pengertian 

Jual beli dalam hukum islam dikategorikan sebagai sebuah 

akad yang dibuat oleh dua pihak. Akan tersebut berisikan perjanjian 

pemindahan hak kepemilikan kepada seseorang dengan nominal yang 

harus ditebus sesuai dengan kesepakatan bersama.
31

Istilah jual beli 

dalam diskursus fiqh adalah menggunakan kata bai‟ yang memiliki arti 

memberikan sebuah barang dengan harta atau menukarkan sesuatu 

dengan sesuatu yang sepadan nilainya.
32

 Sedangkan istilah beli 

digunakan kata syira‟yang memiliki arti jual. Keduanya adalah dua 

kata majemuk yang memiliki konsekuensi secara logis, sehinga ketika 

bai‟ dipahami sebagai aktivitas mengeluarkan kepemilikan dari 

wilayah kepemilikan seseorang, maka syira‟ dipahami sebagai 

aktivitas memasukkan hak kepemilikan yang telah dikeluarkan 

seseorang.
33
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Juliansyah Mahendra Gunawan, Diktat Muamalah, (Medan: Universitas Islam Medan, 
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Gunawan, Diktat Muamalah, 29. 
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Istilah jual beli secara terminologis didefinisikan secara 

berbeda oleh para ulama fikih. Kalangan Syafi‟iyyah mendefinisikan 

jual beli sebagai aktivitas pertukaran sebuah harta dengan ketentuan 

yang khusus.
34

 Pengertian dari mazhab syafi’I memberikan gambaran 

bahwa jual beli adalah proses terlibatnya beberapa pohah dalam tukar-

menukar barang yang dilakukan dengan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh setiap pihak yang mengikuti proses tersebut. sementara 

Ibnu Rusyd dari kalangan Mazhab Maliki memberikan definisi 

terhadap jual beli adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan 

dengan sebuah kompensasi.
35

 Maksud dari kompensasi adalah 

pertukaran tersebut didasarkan atas pergantian dengan sesuatu yang 

memiliki nilai, jika di era sekarang disamakan dengan menukar barang 

dengan uang. Perbedaan yang diberikan ulama pada istilah jual beli 

merupakan bentuk karakteristik dari setiap pemikiran fikih dari 

masing-masing mazhabnya, akan tetapi terlepas dari perbedaan 

tersebut seluruh pendapat menempatkan jual beli kedalam garis besar 

yang sama yaitu tukar menukar barang dengan ganti yang disepakati 

oleh kedua belah pihak. 

b. Dasar Hukum Jual Beli 

Transaksi jual beli yang merupakan bagian dari muamalah 

tentu mempunyai dasar hukum yang sudah sangat jelas, baik itu dari 
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Al-qur’an, as-sunnah dan yang telah menjadi ijma‟ ulama dan kaum 

muslimin.
36

 

1) Dasar hukum dalam Al-qur’an 

a) Firman Allah pada surat Al-Baqarah ayat 275:
37

 

              

                      

                          

                       

                  

 

Artinya: ”Orang yang makan riba tidak bisa berdiri melainkan 

seperti orang kerasukan setan karena gila. Itu 

karena mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama 

dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual 

beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat 

peringatan dari Tuhannya, kemudian dia berhenti, 

maka apa yang dia usahakan sebelumnya menjadi 

miliknya dan urusannya (terserah) Allah. 

Barangsiapa mengulanginya, maka mereka adalah 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” 
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Al-Bilqish, Alqur‟an dan Terjemahannya, 98. 
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b) Firman Allah pada surah an-Nisa ayat 29:
38

 

                     

                

            

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

memakan harta orang yang satu dengan yang lain 

dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

jual beli yang berlaku atas dasar kesepakatan 

bersama di antara kamu. Dan jangan bunuh diri. 

Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

c) Dasar hukum dalam As-Sunnah 

(1) Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Rifa’ah 

bin Rafi’ al-Bazzar dan al-Hakim:
39

 

 

 

 

Artinya: ”Rasulullah SAW, bersabda ketika ditanya salah 

seorang sahabat tentang pekerjaan (profesi) apa 

yang paling baik Rasulullah SAW, ketika beliau 

menjawab: “Usaha tangan manusia itu sendiri 

dan setiap jual beli yang diberkahi”(HR, al-

Bazar dan al Hakim). 

 

Yang bermakna bahwa segala transaksi yang 

dilakukan dengan berdasarkan kejujuran dan tanpa diiringi 

dengan niatan curang atau yang dapat merugikan pihak lain, 
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maka akan mendapatkan ganti yang amat besar dari Allah 

SWT berupa keberkahan yang melimpah 

(2) Hadist Rasulullah SAW, yang diriwayatkan oleh Sufyan 

dari Abu Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id: 

 

 

Artinya: “Dari Sufyan dari Abu Hamzah dari Hasan dari 

Abi Sa'id dan Nabi Saw. bersabda: Pedagang 

yang jujur dan amanah setara (tempatnya di 

surga) dengan para Nabi, shiddiqin dan para 

syuhada”. 

 

d) Dasar hukum Ijma‟ 

Ijma’ dalam aktivitas jual beli telah memberikan 

legitimasi terhadap tindakan tukar mneukar barang dengan 

sebuah benda yang memiliki nilai. Hal ini didasarkan pada 

prinsipnya aktivitas jual beli memiliki hikmah yang 

tersematkan pada pelaksanaannya, selain itu jenis kegiatan 

muamalah ini telah menjadi satu kultur yang melekat pada 

setiap manusia sejak zaman dahulu. Dan syariat Islam hadir 

sebagai pedoman bagi umat muslim dan seluruh manusia untuk 

mengatur ketentuan jual beli agar jual beli menjadi aktivitas 

yang mendatangkan manfaat dan tidak dijadikan sebagai jalan 
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untuk berbuat kedholiman kepada sesame seperti meraup 

untung dengan cara menipu dalam berjualan.
40

 

c. Rukun dan Syarat Jual Beli 

Jual beli dalam hukum islam sesuai definisi yang diberikan 

kalangan mazhab syafi’I adalah pertukaran harta benda dengan 

ketentuan khusus. Ketentuan ini haruslah dipenuhi dalam setiap aspek 

perkara jual beli. Pemenuhan ini nantinya akan memiliki akibat hukum 

yang konsekuen, sehingga jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka 

jual beli dianggap tidak ada.
41

Hukum islam memberikan ketentuan 

terhadap jual beli yaitu harus dipenuhinya syarat dan rukun jual beli 

yang didasarkan pada syariat islam di Alqur’an dan hadits. 

1) Rukun jual beli 

Ketentuan jual beli yang harus terpenuhi agar jual beli 

menjadi aktivitas yang legal salah satunya adalah rukun. Rukun 

merupakan persyaratan yang harus dipenuhi secara konsekuen, 

sehingga ketika tidak terpenuhi sebuah rukun jual beli, maka jual 

beli dianggap tidak sah.
42

 Jumhur Ulama’ memberikan klasifikasi 

rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli yaitu sebagai berikut: 

a) Al-aqidani (orang yang berakad); 

b) Shigatul aqdi (lafadz ijab dan qabul); 

c) Mahalul aqdi (objek akad). 
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d) Tsaman (nilai tukar).
43

 

2) Syarat jual beli 

Ketentuan kedua yang memberikan sah atau tidaknya 

sebuah transaksi jual beli adalah syarat jual beli. Syarat-syarat jual 

beli adalah sebagai berikut:
44

 

a) Akidain  

Para pihak yang trelibat dalam sebuah akad jual beli 

harus telah mumayyiz atau mengerti secara mendalam terkait 

konsekuensi akad yang telah dilaksanakan. Pengertian ini 

memberikan gambaran bahwa para pihak harus secara 

kemampuan aqliyyah mengerti dan mengetahui tentang jual 

beli. Sehingga dalam konteks ini, jika para pihak memiliki 

gangguan terhadap kemampuan secara aqliyyah seperti gila 

maka akad jual beli tidak dapat dikatakan sah. 

b) Shigat bai‟ 

Shigat jual beli secara sederhana adalah terkait ucapan 

perjanjian yang dilakukan para pihak, seperti pihak A sebagai 

penjual menjual benda kepada si B sebagai pembeli dan hal ini 

disebut sebagai proses ijab dan qobul. Dalam proses ini harus 

ada kesesuaian antara pengucapan sigatnya, pengucapan shigat 

harus berada pada satu majelis, tidak terpisah dan tidak 

diucapkan dengan selain dari shigat. 
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c) Mahalul aqdi 

Objek jual beli memiliki ketentuan berupa harus ada 

dan diketahui perwujudannya. Sehingga menjual barang yang 

tidak terdapat wujdunya tidaklah sah. Objek tersebut harus 

terkategorikan sebagai barang yang halal, bernilai dan memiliki 

kemanfaatan pada saat dijual. Kategori halal secara konsekuen 

harus juga meliputi bahwa barang tersebut adalah milik sendiri 

dan didapatkan dengan cara yang halal, sehingga jika barang 

tersebut hasil curian, maka akad menjadi tidak sah. 

d. Macam-macam jual beli 

Berdasarkan rukun dan syarat dari jual beli, maka jual beli 

terklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Jual beli yang sah dan halal 

Transaksi ini adalah jual beli yang telah memenuhi seluruh 

ketentuan jual beli meliputi rukun dan syarat jual beli. 

2) Jual beli yang sah namun haram 

Apabila jual beli tersebut secara dengan jelas telah 

melanggar prinsip muamalah yang telah diajarkan oleh Allah SWT. 

Contohnya seperti jual beli disaat ibadah, jual beli yang 

mengakibatkan melalaikan ibadah, jual beli dengan menimbun 

barang yang mengakibatkan lonjakan harga, dan lain sebagainya. 
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3) Jual beli yang sah dan disunnahkan 

Transaksiini adalah aktivitas yang dilandasi keinginan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup orang lain dengan niatan membantu, 

baik itu untuk kebutuhan sekolah, biaya berobat, atau untuk makan. 

4) Jual beli tidak sah dan haram 

Kategorisasi ini adalah pada saat jual beli dilakukan dengan 

tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat yang telah diatur 

berdasarkan syariat islam, seperti contoh menjual barang dengan 

kondisi barang tidak ada perwujudannya. 

5) Jual beli yang sah dan wajib 

Jual beli ini merupakan aktivitas menukar barang milik 

orang yang telah meninggal dengan tujuan untuk melunasi 

tanggungan yang belum terbayar disaat masih dalam kondisi 

hidup.
45

 

e. Hukum dan sifat jual beli 

Jumhur ulama memberikan klasifikasi terhadap sifat jual beli 

yaitu jual beli sahih, dan batal. Akan tetapi, terdapat perbedaan 

pandangan terhadap pembagian sifat dari jual beli yang dirumuskan 

para ulama, seperti kalangan hanafiyyah membagi sifat jual beli 

mnejadi tiga yaitu jual beli yang sahih, batal dan fasid. Hanafiyyah 

memberikan perbedaan antara fasid dan batal sebagai keonsekuensi 

dari adanya beberapa ketentuan nash yang tidak mengatur secara 
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terperinci mengenai jual beli.
46

 Berikut adalah klasifikasi jual beli 

berdasarkan sifatnya:
47

 

1) Shahih adalah sifat transaksi jual beli yang dilakukan dengan 

terpenuhinya seluruh aspek yang dipersyaratkan dalam syariat. 

Sehingga secara sederhana jual beli ini dijalankan oleh para pihak 

yang mumayyiz, terdapat shigot jual beli, terdapat objek jual beli, 

dan nilai tukar yang sepadan dengan objek. 

2) Batal merupakan konseuensi logis yang didapatkan atas aktivitas 

jual beli yang tidak memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli. 

Seperti contoh jual beli yang dilakukan oleh orang gila, maka 

karena salah satu pihak tidak memenuhi persyaratan mumayyiz  

membuat akad menjadi batal, atau jual beli didasarkan atas objek 

yang tidak ada wujudnya. 

3) Fasid atau rusak adalah jual beli yang dilakukan telah memenuhi 

seluruh aspek syarat dan rukun akan tetapi ada pertentangan yang 

ditimbulkan dari pelaksanaannya, seperti jual beli yang dilakukan 

oleh orang mumayyiz akan tetapi seseorang tersebut bodoh. 

Ketiga sifat ini senantiasa melekat dan menjadi klasifikasi dari 

jual beli yang telah dilakukan oleh setiap orang. Karena jual beli 

merupakan aktivitas yang memberikan konsekuensi berupa pengikatan 

terhadap janji dan hukum yang harus ditaati agar tidak terdapat 

mudhorot didalamnya. 
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f. Jual beli yang dilarang dalam Islam 

Jual beli ini termasuk sebagai kategori aktivitas transaksi yang 

dilakukan tidak dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli, 

sehingga secara konsekuensi hukum maka jual beli dengan kategori ini 

adalah haram dan batal. Jual beli yang dilarang oleh ketentuan syariat 

dirumuskan oleh jumhur ulama berdasarkan syarat dan rukun dari jual 

beli. Hal tersebut terumuskan sebagai berikut:
48

 

1) Segi Akidain, contohnya: 

a) Jual beli para pihak yang tidak mumayyiz 

Transaksi ini menurut jumhur ulama adalah batal, 

dikarenakan mumayyiz merupakan syarat yang harus dipenuhi 

pada saat melakukan sebuah akad, akan tetapi ada rukhsoh 

berupa kebolehan melangsungkan akad yang diberikan bagi 

seseorang yang belum mumayyiz terbatas pada hal-hal kecil. 

b) Jual beli yang dilakukan oleh orang gila 

Jual beli ini tidak sah bila dilakukan dengan orang gila 

berdasarkan pendapat jumhur. Hal ini juga berlaku bagi 

seseorang yang kehilangan akal secara sementara, seperti orang 

dalam keadaan mabuk atau seseorang yang menngidap 

dimensia. 
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c) Jual beli dengan orang buta 

Menurut jumhur ulama orang buta yang melakukan jual 

beli dapat dianggap sah apabila menyertakan kriteria barang 

yang akan diperjualbelikan, namun apabila keterangan dari 

benda tersebut tidak dijelaskan, maka jual beli tersebut tidak 

sah karena tanpa keterangan tersebut maka seseorang tidak 

dapat memperoleh gambaran secara jelas tentang baik dan 

buruknya sebuah barang. 

d) Jual beli orang yang terhalang 

Transaksi ini tidak dibolehkan atas dasar penyakit atau 

sesuatu yang dapat menghalangi seseorang untuk melakukan 

pembelian. Batasan terhadap penyakit dan keadaan terhalang 

adalah didasarkan pada keadaan seseorang tersebut tidak dapat 

melakukan transaksi secara berat, contohnya bagi seseorang 

yang mengidap penyakit.  

e) Jual beli fadhul 

Merupakan jual beli dengan kepemilikan dari orang lain 

yang dilakukan tanpa adanya izin oleh si pemilik arang. Jadi 

menurut ulama Hanafiyah dan malikiyah jual beli tersebut 

ditangguhkan dengan waktu yang tidak ditentukan sampai 

adanya izin dari si pemilik barang. Para ulama syafi’iyah dan 

Hanaillah juga berspendapat bahwa jual beli fudhul tidak akan 

sah 
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f) Jual beli malja‟ 

Jual beli ini secara sederhana digambarkan pada saat 

seseorang membeli sebuah barang dari pihak lain yang 

terancam bahaya, dengan contoh menjual barang yang 

membuat seseorang dapat terhindar dari kezaliman, maka jual 

beli ini dikategorikan sebagai jual beli yang fasid dan batal. 

2) Segi objek jual beli. 

Status keharaman dalam jual beli ini ditinjau dari barang 

yang dijual oleh seseorang, termasuk dalam lingkup pengganti 

barang yang dijual. Kategori dalam jual beli ini adalah: 

a) Jual beli gharar 

Jual beli ini kekahramannya didasarkan pada ketiadaan 

objek atau kekaburan dari teknis penjualan yang diberikan 

penjual. Secara syariat, jual beli yang tidak memenuhi 

kualifikasi objek jual beli maka dikategorikan sebagai jual beli 

yang tidak diperbolehkan. 

b) Jual beli mulamasah 

Transaksi ini dilakukan atas kelicikan dengan 

memberikan ketentuan secara sepihak bagi seseorang yang 

telah menyentuh barang dagangan, maka barang tersebut harus 

dibeli oleh orang yang menyentuhnya. 
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c) Jual beli Mukhadarah 

Gambaran dari jual beli ini adalah menjual buah-

buahan yang masih belum waktunya panen dan tidak diketahui 

keberhasilan panen buah tersebut. 

d) Jual beli barang yang tidak jelas (majhul) 

Menurut para ulama Hanafiyah jual beli yang seperti 

ini adalah fasid, sedangkan menurut jumhur ulama maka jual 

beli ini dianggap batal sebab bisa menimbulkan pertentangan 

diantara para umat 

e) Jual beli barang yang tidak berada ditempat (ghaib), tidak 

dapat dilihat wujud barangnya 

Menurut para ulama Hanafiyah jual beli yang 

dilakukan seperti  itu sah saja walau tanpa menyebutkan 

kondisi barangnya, namun pembeli juga mempunyai hak 

khiyar (memilih dan menentukan) ketika melihatnya. 

f) Segi sighot jual beli 

Para ulama fiqh telah bersepakat terkait sah atau 

tidaknya jual beli didasarkan pada saling ridha yang dilakukan 

oleh pelaksana akad, apabila shigot akad terucap secara serasi 

dan relevan misalnya: para pihak berada  dalam satu tempat 

yang sama, dan tidak ada halangan diantara pelaku akad. Jual 

beli yang tidak didasarkan pada persyaratan tersebut, maka 

dianggap transaks tersebut batal. 
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g. Etika jual beli dalam Islam 

Tercatat sejak zaman sahabat-sahabat nabi seperti Utsman 

bin Affan, Adurrahman bin auf, dan Sa’ad bin  Abi Waqqash ra 

yang memanfaatkan harta mereka semata-mata hanya untuk 

menambahkan kedekatan diri kepada Allah SWT dengan cara 

berpegang teguh dalam menjalankan etika jual beli yang diajarkan 

Rasulullah SAW. 

Etika yang harus dimiliki pada saat jual beli dilangsungkan 

adalah sebagai berikut: 

1) Jujur 

2) Amanah 

3) Toleransi 

4) Memenuhi akad dan janji. 

2. Jual Beli dalam Hukum Positif 

Aktivitas pertukaran barang yang dilakukan oleh beberapa pihak 

dengan mensyaratkan penetapan imbalan yang dijanjikan sesuai 

kesepkatan kedua belah pihak disebut sebagai jual beli. Hukum positif 

mengklasifikasikan kegiatan ini kedalam ranah privat yang mengatur 

terkait interaksi setiap orang dengan orang lain. Dalam pengaturannya, 

hukum positif memberikan norma hukum yang sudah terkonsepsikan 

dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) sebagai 

pedoman yuridis-normatif dalam pengaturan hukum private salah satunya 

jual beli. Pasal 1457 KUH Perdata menyebutkan bahwa “Jual beli adalah 
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suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar 

harga yang dijanjikan”.
49

 Berdasarkan rumusan pasal ini, substansi dari 

jual beli adalah mensyaratkan adanya seseorang yang mengadakan 

perjanjian, ucapan perjajian, barang yang dijual belikan dan harga yang 

dikompensasi untuk mengalihkan status kepemilikan barang yang dijual.  

Jual beli berdasarkan hukum positif dikategorikan sebagai sebuah 

perjanjian, sehingga sebagai bagian dari perjanjian jual beli memiliki asas 

yang disesuaikan dengan perjanjian dalam hukum positif. Asas-asas dalam 

perjanjian menurut hukum positif dirumuskan dalam 5 hal yaitu: 1). Asas 

jual beli olisme, 2). Asas Kebebasan Berkontrak, 3). Asas Kekuatan 

Mengikat, 4). Asas Kepastian Hukum, 5). Asas I’tikad Baik.
50

 Asas ini 

juga mengikat sepanjang jual beli dilakukan, sehingga kegiatan transaksi 

juga harus didasarkan pada kelima asas tersebut. 

a. Jual beli online 

Aktivitas transaksi di era modern semakin berkembang pesat 

dengan adanya kemajuan teknologi yang tercipta untuk mendukung 

efisiensi kehidupan manusia. Seperti contoh, jual beli online yang 

menjadi trend modern dalam mendukung proses bertransaksi 

kebutuhan sehari-hari. Secara definitive, jual beli online adalah 

kegiatan menukar barang dengan uang yang dilakukan oleh beberapa 
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pihak dengan teknis tidak bertemu secara langsung melainkan melalui 

sistem elektronik yang tersedia secara daring.
51

 

Jual beli secara online dalam konsepsi hukum positif tidak 

memiliki legalitas sebelumnya, ketika hanya mengacu pada substansi 

pasal dari yang telah ada pada KUHPER. Untuk mendukung hajat 

orang banyak maka pemerintah sebagai pihak penyelenggara negara 

memiliki kewajiban untuk merumuskan norma hukum sebagai 

landasan legalitas dari adanya transasksi yang dilakukan secara online. 

Dan untuk menyikapi perumusan cyber law yang pada abad ke-20 

menjadi diskursus yang cukup diperhatikan, sehingga kebutuhan 

terhadap pembentukan payung hukum atas diskursus tersebut menjadi 

sangat urgen.
52

 Oleh karena itu, Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dibentuk sebagai 

upaya pemerintah dalam memberikan legalitas serta pengaturan pada 

kegiatan yang dilakukan melalui sebuah sistem elektronik baik berupa 

penggunaan media elektronik ataupun e-commerce. 

Undang-undang ITE secara komprehensif telah 

mengakomodasi seluruh aspek yang berhubungan dengan penggunaan 

media elektronik sebagai pengatur dan pembatas yang dirumuskan 

melalui substansi pasal UU tersebut. Dalam ranah jual beli online, UU 

ini telah memberikan pengaturan melalui pasalnya secara tersendiri 
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dalam bagian transaksi elektronik BAB V yang terumuskan dalam 

pasal 17 yaitu:
53

 

“Penyelenggaraan Transaksi Elektronik dapat dilakukan dalam 

lingkup publik ataupun privat” (Ayat 1). 

 

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) wajib beriktikad baik dalam melakukan 

interaksi dan/atau pertukaran Informasi Elektronik dan/atau 

Dokumen Elektronik selama transaksi berlangsung” (Ayat 2). 

 

Kedua pasal tersebut terumuskan sebagai bentuk implementasi 

dari asas kebebasan menyelenggarakan jual beli online serta I’tikad 

baik yang harus ditunjukkan oleh kedua pihak yang terlibat dalam 

transaksi online. 

Pasal 19 menjelaskan bahwa:
54

 

“Para pihak yang melakukan Transaksi Elektronik harus 

menggunakan Sistem Elektronik yang disepakati”. 

 

Pasal ini menggambarkan secara jelas bahwa transaksi 

elektronik harus dijalankan atas kesepakatan kedua belah pihak, 

sehingga secara konsekuen pasal ini mengatur ketidak bolehan para 

pihak menentukan secara sepihak dalam menggunakan sistem 

elektronik yan digunakan. 

Ketentuan terkait beberapa larangan yang harus dihindari oleh 

para pihak dalam menjalankan transaksi elektronik yang dirumuskan 

secara rinci dalam pasal 27 yaitu sebagai berikut:
55
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“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” (Ayat 1). 

 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan 

dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang 

mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” 

(Ayat 3). 

 

Pasal 28 juga menjelaskan terkait larangan bagi seseorang yaitu 

sebagai berikut diantaranya adalah:
56

 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian 

konsumen dalam Transaksi Elektronik” (Ayat 1). 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan 

informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian 

atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat 

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan 

(SARA)” (Ayat 2). 

 

Pasal 32 memberikan gambaran bahwa setiap orang dilarang 

untuk menyabrkan dokumen elektronik pribadi seseorang sebagai 

berikut:
57

 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, 

mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, 

memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik 

dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik 

public” (Ayat 1). 

 

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 

hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer 
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Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada 

Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak” (Ayat 2). 

 

Pasal-pasal terkait larangan seseorang yang harus dihindari 

dalam melaksanakan transaksi elektronik secara konsekuen harus 

dijadikan pedoman bagi setiap para pihak yang terlibat transaksi 

elektronik. 

3. Akad Ijarah 

Ijarah merupakan salah satu derivasi jual beli yang ada dalam 

konsepsi jual beli hukum Islam. Pada praktik jual beli pada umumnya, 

objek jual beli merupakan barang yang dapat dipindahkan hak 

kepemilikannya, sementara dalam akad ijarah adalah objek barang tidak 

dipindahkan hak kepemilikannya akan tetapi objek barang tersebut 

dimanfaatkan saja tanpa dipindahkan hak kepemilikannya.
58

 

Ijarah secara definisi memiliki arti kata sebagai Al-Ajru yang 

memiliki arti iwad yaitu ganti atau thawwab (pahala) dan upah yang 

berarti dari kata ajru sendiri.
59

 Menurut syara’ ijarah merupakan jual beli 

yang dilangsungkan untuk mengambil suatu manfaat dari sebuah objek 

jual beli tanpa memindahkan haknya dengan persyaratan yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak.
60

 Sementara kalangan Syafi’iyyah 
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mendefinisikan Ijarah sebagai akad yang dilangsungkan untuk mengganti 

sebuah pengambilan atas manfaat objek jual beli.
61

 

Rukun dari Ijarah menurut Jumhur Ulama ada empat yaitu; 

Pertama, aqid atau orang yang berakad. Kedua, Sighat akad. Ketiga, Upah. 

Keempat, Manfaat. Sementara syarat ijarah adalah sebagai berikut: 

a. Orang yang berakad Ijarah haruslah berakal keduanya; 

b. Kedua orang yang berakad memiliki kerelaan atas akad yang telah 

disepakati; 

c. Objek ijarah harus diketahui secara pasti manfaatnya yang diperjual 

belikan; 

d. Objek ijarah tidak memiliki cacat dan dapat dimanfaatkan secara 

langsung oleh pembeli; 

e. Objek ijarah tidak termasuk barang atau kemanfaatan yang memiliki 

status hukum haram atau dapat menyebabkan sesuatu hal yang 

mengandung pelanggaran terhadap syariat Islam.
62

 

Ijarah secara praktiknya tidak hanya mengacu pada sebuah benda 

saja, akan tetapi juga dapat dikategorikan kedalam pemanfaatan tenagadan 

usaha yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, Ijarah dibagi menjadi dua 

berdasarkan objekjual belinya yaitu; Pertama Ijarah atas manfaat sebuah 

benda yang berarti jual beli atas hal ini dilakukan berdasarkan 

pemanfaatan atas benda yang dimiliki oleh seorang penjual seperti 

penyewaan kamera karena dimanfaatkan kameranya. Kedua adalah Ijarah 
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atas pekerjaan seseorang yang berarti seseorang membayar hasil jerih 

payah usaha seorang manusia untuk melakukan sesuatu kemudian hasil 

usaha tersebut diberikan bayaran sebagai ganti dari usaha tersebut seperti 

seseorang menyewa tenaga tukang bangunan untuk membuat sebuah 

rumah, maka dalam hal ini seseorang mengambil manfaat dari tenaga atau 

usaha seorang manusia.
63

 

4. Konsepsi Followers Instagram 

a. Definisi Followers Instagram 

Instagram merupakan salah satu aplikasi yang bisa dipakai 

sebagai photo-sharing dan penggunanya dapat memanfaatkan fitur 

yang disediakan oleh pengembang aplikasi untuk dapat mengambil 

gambar, memakai filter digital bagi para penggunanya dan 

membagikan hasil foto atau vidio mereka melalui berbagai layanan 

sosial media lainnya seperti facebook, twitter, whatsaap, dan berbagai 

sosial media lainnya. 

Media sosial pada umumnya dibuat dengan preferensi untuk 

mengikuti akun orang lain. Karena pada dasarnya media sosial sebagai 

aplikasi yang dibentuk untuk memudahkan interaksi sosial 

memberikan jaminan privatisasi yang mengharuskan pengguna untuk 

terjalin dengan orang lain melalui cara follow akun.
64

 Dengan 

melakukan tindakan mengikuti akun seseorang maka status seseorang 
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tersebut disebut followers, dan secara bahasa followers adalah 

pengikut. Hal ini juga berlaku pada Instagram sebagai salah satu dari 

media sosial yang ada di layanan interaksi secara daring. 

b. Perkembangan Followers Instagram 

Pada era perkembangan globalisasi saat ini begitu cepat dengan 

banyaknya ide dan kreatifitas yang melimpah dalam bersosial media, 

maka secara tidak langsung hal ini memberikan dampak signifikan 

dalam perkembangan followers. Followers Instagram dibagi menjadi 

dua macam, yaitu followers nyata dalam artian asli orang yang 

mengoperasikan akunnya dan followerstidak nyata berupa sistem BOT 

yang menjadi operator dari sebuah akun isntagram. Followersnyata 

secara aplikatif adalah seseorang yang secara aktif mengoperasikan 

akunnya dalam melakukan aktivitas bersosial media, sedangkan 

followers tidak nyata adalah followers yang bersifat pasif karena 

followers ini sangat jarang bersosial media. Untuk mengetahui apakah 

akun tersebut unreal atau tidak maka bisa diketahui dengan cara 

sebagai berikut:
65

 

1) AccountFollowersunreal mayoritas following (mengikuti) orang 

lain dibanding followers (diikuti) oleh akun milik orang lain 

2) Kebanyakan followers dengan unreal human adalah account luar 

negeri 
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3) Mayoritas foto dan vidio yang dibagikan oleh akun unreal tidak 

membagikan wajah asli dari pemilik akun. 

Keberadaan dua macam akun tersebut memberikan dampak 

yang sangat signfikan dalam menggunakan Instagram sebagai media 

sosial. Karena trend zaman semakin berkembang, pencapaian sebuah 

akun dapat dilihat dari seberapa banyak followersyang dimiliki. Oleh 

karena itu, akun pengguna Instagram juga memili berbagai macam ciri 

dalam pembentukannya, seperti akun fanbase yang menjadi wadah 

dalam bersosialisasi dan berkegiatan dalam satu kepentingan yang 

sama. Untuk mendapatkan followers bisa dilakukan secara manual dan 

tidak perlu  mengeluarkan biaya lebih, namun dengan cara ini 

membutuhkan proses yang cukup lama. Dimana seseorang harus 

memfollow orang lain yang ingin diikuti terlebih dahulu dan 

menunggu orang lain untuk memfollback (mengikuti balik). 

c. Jual beli followers Instagram  

Dengan kemajuan ilmu teknologi dan informasi seperti saat ini 

aplikasi Instagram bisa menjadi multifungsi sebab bukan sebagai 

aplikasi yang hanya digunakan untuk bertukar informasi, namun juga 

dapat sebagai media promosi dan menaikkan popularitas seseorang. 

Dengan pengaruh besar yang dimiliki oleh followersinstagram, hal ini 

membuat karakteristik tersendiri yang membuat pengguna akun 

dengan followers banyak dapat memiliki pencapaian berupa 

elektabilitas yang besar. Selain untuk menaikan popularitas, hal ini 
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menjadikan pengguna dapat memiliki peluang untuk melakukan 

kegiatan ekonomi. 

Pemanfaatan Instagram sebagai media selain social-

information, membuat pengguna mencipatkan sebuah akun dengan 

tujuan untuk melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang 

seperti berbisnis melalui pengiklanan dengan memanfaatkan akun 

Instagram.
66

Tekhnis berbisnis dengan menafaatkan Instagram 

memfokuskan pengiklanan produk melalui postingan yang dapat 

menarik minat pembeli. Dan faktor keberhasilan yang dapat 

menunjang tingginya ketertarikan pembeli dengan produk adalah 

melalui aktivitas pengiklanan yang didukung oleh basis followersyang 

banyak.
67

 Berbeda tujuan dengan pemanfaatan Instagram untuk 

mencari sebuah popularitas, pencapaian akun dengan memiliki 

followers yang banyak adalah dengan tujuan mendapatkan dukungan 

dan pengakuan berdasarkan eksistensi pengguna.
68

 

Kuantitas followers Instagram bagi setiap akun yang memiliki 

tujuan pemanfataan berupa kegiatan bisnis dan pencari popularitas 

menjadi hal yang sangat penting. Karena keadaan inilah kemudian 

dimanfataan oleh beberapa orang untuk meraup keuntungan dengan 

cara menjual followers Instagram. Secara tekhnis penjual followers 

Instagram adalah pelaku usaha dalam bidang pelayanan jasa bukan 

barang, karena berdasarkan teknis operasional penjual followers 
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memberikan price list berupa harga berapa jumlah followers yang 

diinginkan dengan klasifikasi pengikut aktif dan pasif, penjual juga 

memberi keterangan bagi pembeli yang ingin melakukan pembelian 

followers.
69

 Dari teknis penjualan followers Instagram, model 

penjualan tersebut bukan pada penyerahan sebuah barang, akan tetapi 

pada layanan jasa untuk menambah followers dari pembeli, dan dalam 

pembelian tersebut setiap penjual memiliki teknis yang berbeda pada 

pengaturan akun yang ditambahkan, akan tetapi pada umumnya, jasa 

ini didasarkan pada pembuatan akun baru yang dioperasikan oleh satu 

orang.
70

 

5. Konsepsi Sistem Informasi 

a. Definisi Sistem Informasi 

Sistem informasi merupakan gabungan kata yang terdiri dari 

kata sistem dan informasi. Sistem memiliki pengertian sebagai 

kumpulan beberapa objek yang terstruktur dan tersistematisasi dengan 

saling terpaut antara objek satu dengan lainnya.
71

 Sementara informasi 

adalah data yang telah diolah dengan membentuk sebuah konklusi 

yang berisikan perincian sebuah objek.
72

 Dari kedua istilah tersebut 

secara sederhana sistem informasi merupakan sekumpulan objek yang 

memiliki fungsi dalam pengolahan sebuah data yang outputnya 
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dijadikan sebagai bahan perincian terhadap sebuah objek dan 

menghasilkan informasi. 

Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan berpendapat tentang 

sistem informasi adalah sekumpulan instrumen dalam wujud manusia, 

prosedur, data dan teknologi yang digunakan dalam menunjang 

kebutuhan setiap kebutuhan manusia secara universal dengan cara 

melakukan pengolahan data dan pemrosesan terhadap data tersebut 

untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan hasil akhir data yang 

diproses.
73

 Urgensitas yang dapat diperoleh dari adanya sistem 

informasi berdasarkan pendapat tersebut adalah sistem informasi 

menjadi faktor penting yang tidak dapat terlepas bagi manusia ataupun 

perkumpulan manusia, karena dengan adanya sistem informasi, maka 

sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan untuk menunjang 

tercapainya sebuah tujuan organisasi dengan memanfaatkan kelebihan 

sistem informasi yang berfungsi sebagai pengolah, penyimpan dan 

penyebar data yang menjadi sebuah informasi. 

b. Manfaat Sistem Informasi 

Manfaat dari adanya sistem informasi adalah dapat 

diklasifikasikan dalam ruang lingkup kecil dan besar. Dalam ruang 

lingkup kecil, sistem informasi sangat berguna bagi setiap manusia 

untuk menyusun langkah dalam mewujudkan tujuan hidup dengan 

adanya data yang telah diproses menjadi informasi, sehingga hal ini 
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akan memudahkan manusia untuk menerapkan langkahnya karena 

telah memiliki pedoman yang jelas.
74

 Dan untuk ruang lingkup besar, 

sistem informasi sangat berdampak pada perkembangan sebuah 

organisasi atau perusahaan. Manfaat tersebut dapat dilihat dari dua hal, 

Pertama; sistem informasi akan mengefisiensi langkah perusahaan 

dalam mewujudkan tujuan perusahaan dengan nilai kapital yang 

sedikit, sehingga cost perusahaan dapat diturunkan, sementara 

perusahaan dapat meningkatkan provide dengan biaya murah. Kedua, 

perusahaan dapat menghindar kesalahan teknis karena telah memiliki 

sistem informasi yang membuat prosedur perusahaan, sehingga hal 

tersebut akan berdampak pada peningkatan kepuasan karyawan dan 

konsumen, serta hal ini mengakibatkan peningkatan mutu perusahaan 

dapat senantiasa terpantau secara komprehensif dan berkala.
75

 

c. Komponen Sistem Informasi 

Komponen dari sistem informasi serupa dengan sebuah 

bangunan, gambaran ini memberikan pengertian secara sekilas bahwa 

di dalam bangunan terdapat ebberapa objek yang saling menopang 

untuk membuat sebuah bangunan yang kokoh, dan hal ini juga terdapat 

dalam sistem informasi.Adapun komponen sistem informasi adalah 

sebagai berikut:
76

 

1) Komponen Input 
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Komponen ini adalah awal dari sebuah sistem informasi 

bekerja. Sesuai dengan penamaannya, input dimaksudkan dengan 

fungsinya yang memiliki kegunaan dalam menangkap sebuah data-

data secara dasar, dan disimpan sebagai dokumen-dokumen dasar. 

2) Komponen Model 

Bagian ini merupakan bagian kedua dari sistem informasi 

yang berfungsi sebagai pengolah dan penyimpan data dasar. Pada 

komponen ini telah terkembang data dengan fungsi manipulasi dan 

mengenkripsi data sesuai dengan hasil yang akan dikeluarkan.. 

3) Komponen Output  

Komponen ini menjadi komponen inti, karena data yang 

telah dimasukkan dan diolah kemudian dikeluarkan dengan hasil 

data yang telah berbentuk informasi. 

4) Komponen Teknologi 

Komponen ini merupakan mesin penjalan sistem informasi, 

karena seluruh kerja sistem informasi terprogram dalam komponen 

ini, baik dari tahap penginputan, pemrosesan dan pengeluaran data 

menjadi sebuah informasi terjalankan dengan komponen ini. 

5) Komponen Hardware 

Bagian ini adalah diibaratkan sebagai Gudang penyimpanan 

data dari program yang terjalankan dalam komponen tekhnologi. 

Komponen ini sangatlah vital layaknya gudang penyimpanan 
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barang berharga, sehingga ketika komponen ini tidak berfungsi 

maka seluruh komponen tidak akan berjalan sesuai semestinya. 

6) Komponen Software 

Komponen ini adalah bagian dari komponen pemrosesan, 

hanya saja pada komponen ini adalah media yang digunakan untuk 

mengolah data dan mengeluarkannya menjadi informasi. 

7) Komponen Basis Data 

Komponen ini merupakan bagian dari gudang penyimpanan 

data yang lebih besar, karena seluruh data dalam bagian ini saling 

berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, akan tetapi 

pada komponen ini data dapat dimanipulasi dengan sebuah 

perangkat lunak yang bernama DBMS (Database Management 

System). 

8) Komponen Control 

Komponen ini merupakan bagian yang berfungsi sebagai 

controller dalam menjalankan sistem informasi, karena dengan 

adanya komponen ini maka sistem informasi yang mengalami 

gangguan akan segera terselesaikan masalahnya. 

d. Jenis-jenis Sistem Informasi 

Sistem informasi sebagai sesuatu yang sangat penting memiliki 

beberapa jenis dengan fungsi dan kepentingan penciptaan tertentu. 

Dalam hal perusahaan jenis sistem informasi terbagi menjadi 4 yaitu; 

Pertama, Transaction Processing Systems (TPS) adalah sistem 
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informasi yang terbentuk dalam skala besar pada sebuah perusahaan 

yang memiliki tujuan untuk melakukan interaksi dengan pihak 

eksternal dan berfungsi mengolah data dan mengeluarkannya dalam 

bentuk informasi yang sudah dioperasikan oleh teknologi komputer. 

Kedua, Office Automation Systems (OAS) atau disebut Virtual Office 

(VO), merupakan sistem informasi yang diciptakan untuk mendukung 

jalannya operasional perusahaan dengan basis data penggunaan 

teknologi yang memanfaatkan hadware dan software serta keduanya 

tersambung dalam sebuah jaringan sebuah perusahaan. Ketiga, Sistem 

informasi management (SIM) tidak menggantikan TPS, namun lebih 

utuk mendukung tugas-tugas organisasional yang lebih luas daripada 

TPS (Transaction Processing Systems), termasuk analisis keputusan 

dan pembuatan keputusan. Keempat, Decision Support Systems (DSS), 

merupakan sistem yang dibentuk untuk mendukung SIM dalam proses 

pengambilan keputusan secara actual.
77
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian adalah prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang 

dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah problem 

permaslahan melalui data.
78

 Penyusunan sebuah literasi ilmiah, metode penelitian 

memiliki urgensi yang sangat berdampak pada sebuah penelitian, karena dengan 

metode penelitian yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang kredibel 

dan tepat sasaran. 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan fokus kajian 

terklasifikasikan kedalam jenis penelitian kepustakaan (library research) yang 

bersifat yuridis-normatif. Jenis ini merupakan penelitian yang bertitik tumpu 

pada kajian literatur dan dokumen secara tertulis.
79

 Sifat yuridis-normatif dari 

penelitian ini berasalah dari fokus kajian yang membahas terkait problem 

hukum tentang jual beli followers Instagram berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 

2019 serta dikomparasikan dengan hukum Islam yang berupa prinsip jual beli 

akad ijarah. Dengan jenis penelitian ini, peneliti akan memfokuskan pada 

penelusuran serta analisis dokumen dan literatur baik dalam bentuk peraturan 
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perundang-undangan atau buku yang berhubungan dengan problem 

permasalahan penelitian. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dua 

pendekatan yaitu; Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (statue 

approach) yang berarti problem permaslahan penelitian akan dianalisis dan 

dicarikan jawabannya melalui sebuah produk norma hukum dalam bentuk 

peraturan perundang-undangan, lebih khususnya peraturan yang memiliki 

kaitan pembahasan tentang Transaski yang dilakukan melalui platform 

elektronik yaitu jual beli followers instagram, seperti pengkajian pada 

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019. Kedua, 

Pendekatan Konseptual (conseptual approach), yang digunakan peneliti untuk 

memberikan konsepsi atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui 

sebuah konsep jual beli yang dilakukan pada platform online dan 

pembayarannya dilangsungkan secara elektronik. Pada pendekatan kedua, 

peneliti mencari konsep-konsep tersebut melalui buku atau jurnal ilmiah yang 

memiliki hasil penelitian berupa konsep jual beli seperti permasalahan yang 

telah peneliti rumuskan. 

B. Sumber Bahan Hukum 

Lokasi Berikut adalah beberapa sumber data yang digunakan didalam 

penelitian ini: 
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1. Bahan Hukum primer 

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik 

b. KUHPER 

c. Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan 

Menggunakan Sistem Elektronik 

d. Hukum Islam 

2. Bahan hukum sekunder 

Sumber data diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan 

mencari data atau informasi berupa benda-benda berupa tulisan seperti 

skripsi, tesis, jurnal maupun bahan referennsi lainnya yang dapat 

menunjang dalam penelitian ini.  

3. Bahan hukum tersier 

Bahan Pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-

undang serta buku. Akan tetapi dari Web RESMI, Kamus, atau 

Ensiklopedian Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum 

primer dan sekunder 

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses pencarian, 

pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum sebagai sumber data yang 

digunakan dalam penelitian.
80

 Penelitian ini dalam teknik pengumpulan bahan 

hukum menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari jenis penelitian 
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kepustakaan. Metode ini adalah didasarkan pada pencarian terhadap literatur 

dan dokumen yang terjabarkan dalam bentuk buku, naskah peraturan-

perundang-undangan, jurnal, dan laporan hasil penelitian. Pada prosesnya 

dibawah ini adalah tahap-tahap pengumpulan bahan hukum: 

1. Editing : tahap ini adalah peneliti mengumpulkan dan memeriksa bahan 

hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian. 

2. Organizing : tahap selanjutnya adalah mengkategorisasikan bahan hukum 

yang terkumpul menjadi satu kesatuan, serta melakukan pada pemilahan 

bahan hukum yang akan digunakan sebagai data penelitian, sehingga jika 

terdapat bahan hukum yang tidak sesuai maka peneliti akan 

menyingkirkannya. 

3. Analyzing : proses ini adalah tahap akhir dalam mengumpulkan bahan. 

Dan dalam proses ini, bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa dengan 

cara menyinkronkan bahan hukum primer dan sekunder agar dapat 

menemukan jawaban sementara dalam menjawab fokus kajian yang telah 

dirumuskan. 

D. Analisis Bahan Hukum 

Tahapan ini merupakan tahap memberikan analisa pada bahan hukum 

yang terkumpul. Dalam pelaksanaannya, 3 tahapan analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:
81
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1. Reduksi bahan hukum 

Pelaksanaan reduksi data adalah sebagai bentuk pengklasifikasian 

serta pemilihan dan pemilahan data yang telah ada, sehingga dapat 

disesuaikan dengan problem penelitian.  

2. Penyajian bahan hukum 

Tahap ini adalah menyajikan data untuk dijadikan sebagai 

informasi agar problem penelitian dapat terjelaskan gambarannya secara 

umum, sehingga dari bahan hukum yang telah direduksi dapat dijelaskan 

secara terperinci. Pada tahap ini peneliti menggunakan metode penyajian 

deskriptif yaitu berupa penjabaran permasalahan secara umum dan 

komprehensif. 

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan 

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penjabaran data 

yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses ini peneliti akan menarik 

kesimpulan sebagai jawaban sementara untuk menjawab problem 

penelitian dan setelah itu peneliti dapat menggunakan hasil penarikan 

kesimpulan ini sebagai bahan pembanding. 

E. Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan hal yang krusial karena menyangkut 

kredibilitas penelitian. Dalam hal ini keabsahan data dimaksudkan agar tidak 

ada data yang dimanipulasi dalam sebuah penelitian. Penelitian dalam 

pengecekan keabsahan data akan menggunakan metode triangulasi data. 

Metode ini adalah melakukan pencocokan terhadap data yang telah ada 
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dengan berbagai metode yang memiliki hubungan secara eksternal terhadap 

data.
82

 Metode triangulasi, terbagi kedalam 3 kategori yaitu, triangulasi teknik, 

waktu dan sumber. Pada penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi 

sumber yaitu membandingkan sumber data yang telah diperoleh dengan yang 

lainnya. 

F. TahapPenelitian 

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang 

harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian: 

1. Pra penelitian 

a. Menentukan judul penelitian 

b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar 

belakang dan fokus penelitian 

c. Membuat proposal penelitian  

d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian 

terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul 

e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing 

2. Penelitian 

a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian 

b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian 

c. Melakukan analisis data  

d. Menarik kesimpulan 
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3. Pasca Penelitian 

a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing 

b. Melakukan revisi 

c. Melaksanakan ujian akhir skripsi 

d. Melakukan penjilidan 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Jual Beli Followers Instagram Menurut Hukum Positif 

Jual beli merupakan aktivitas transaksi yang dilakukan oleh beberapa 

pihak dengan niatan mengalihkan status kepemilikan sebuah barang dengan 

persyaratan kompensasi yang diberikan pihak lain dalam bentuk sesuatu yang 

berharga.
83

 Dalam konsepsi ilmu hukum, jual beli dikategorikan sebagai akad 

yang masuk dalam ranah hukum privat. Indonesia sebagai penganut doktrin 

negara hukum, mengadopsi prinsip keperdataan yang dianut oleh seluruh 

negara pengguna sistem hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPER) sebagai produk hukum yang mengatur ranah privat warga negara 

indonesia menjelaskan bahwa jual beli pada pasal 1457 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata(KUHPER) bahwa “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, 

dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.
84

 Sebagai bagian 

dari akad, jual beli memiliki asas dan prinsip yang sama dengan pelaksanaan 

akad yaitu asas konsesualisme, kebebasan berkontrak, kepastian hukum, 

mengikat para pihak dan I’tikad baik dari para pihak yang melaksanakn akad. 

Kelima asas ini senantiasa harus dikedepankan dalam menjalankan prosesi 

akad begitu juga dengan jual beli. 
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Pergeseran zaman membawakan kultur dan disrupsi yang 

mengarahkan pada perubahan atas tatanan yang telah terbentuk. Dalam jual 

beli yang secara teknis dilakukan pada saat berinteraksi secara langsung pada 

zaman dahulu, kini hal tersebut dapat dilakukan dengan cara tidak dengan 

bertatapan secara langsung. Teknologi menjadi jembatan yang 

menghubungkan setiap manusia untuk melakukan interaksi sosial, salah 

satunya adalah proses transaksi jual beli. Kemajuan zaman yang membawakan 

warna baru menghasilkan inovasi kepada manusia untuk menciptakan banyak 

kesempatan dalam mengefisiensi kehidupan sehari-hari terutama dalam bidang 

perekonomian. 

Kelahiran jaringan internet dan smartphone membawakan berkah dan 

juga petaka bagi kehidupan manusia. Berkah yang dimaksud adalah manusia 

dapat secara bebas berinteraksi dengan manusia diseluruh dunia tanpa harus 

memedulikan jarak dan perbedaan waktu. Petakanya adalah, kemajuan 

tersebut digunakan dalam melancarkan niat-niat jahat untuk mendapatkan 

kepuasan diri sendiri serta merugikan orang lain. Dalam bidang 

perekonomian, teknologi mendukung gerak cepat lajur roda perekonomian, 

karena aktivitas dan kegiatan perekonomian dapat berjalan secara efisien 

dengan memanfaatkan sebuah teknologi. Akan tetapi, teknologi juga masih 

menyisakan petaka saat dimanfaatkan oleh seseorang yang tamak dan rakus 

dengan cara melakukan penipuan untuk meraup keuntungan dan menimbulkan 

kerugian secara materiil bagi orang lain. 
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Bidang perekonomian dan bisnis yang dijalankan dengan 

memanfaatkan kemajuan teknologi, salah satunya adalah jual beli online. Jual 

beli online secara sederhana didefinisikan sebagai aktivitas transaksi 

penukaran barang dengan seseuatu yang berharga berupa uang yang 

diselenggarakan melalui layanan daring.
85

 Jual beli secara online dilakukan 

oleh beberapa orang mengingat tingkat efisien dan praktisnya dalam mencari 

sebuah barang yang dibutuhkan secara cepat dan tidak memerlukan usaha 

yang berlebih, hanya perlu mengakses melalui sebuah aplikasi dari 

smartphone yang dimiliki. Pada asasnya, jual beli online juga mengacu pada 

kelima asas yang ada pada bagian akad, karena jual beli online memiliki 

hakikat yang sama dengan jual beli konvensional, hanya dibedakan oleh 

pelaksanaan aktivitas jual belinya saja.
86

 

Teknis jual beli online secara sederhana memiliki kesamaan dengan 

jual beli konvensional. Produk jual beli diposting oleh penjual melalui lapak 

online yang hampir sama dengan toko, dan produk yang dijual pada lapak 

tersebut telah dijelaskan secara rinci oleh setiap pelapak dalam deskripsi 

produk terkait. Dan ketika pembeli ingin melakukan transaksi, maka pembeli 

dapat menghubungi langsung pelapak untuk menanyakan terkait hal ihwal 

produk, kemudian ketika sudah terjadi kesepakatan maka produk tinggal 

dibayarkan melalui sistem yang telah disediakan pembayarannya dengan uang 

elektronik. Setelah semua dibayarkan, pelapak akan memproses pesanan dan 
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mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan alamat yang telah pembeli 

cantumkan.
87

 

Aktivitas transaksi menggunakan sistem daring dapat dibilang cukup 

beresiko, karena tidak adanya pertemuan secara langsung antara penjual dan 

pembeli dapat membuat peluang kecurangan yang dibuat penjual lebih besar. 

Hal ini tentu tidak boleh terjadi, karena ketika praktik kecurangan dan 

manipulasi dalam berniaga disepelakan maka akan membuat keadaan sosial 

menjadi kacau balau. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum 

merumuskan norma yang dapat mengatur koridor serta teknis pemanfaatan 

teknologi salah satunya dibidang ekonomi dan bisnis agar dapat menciptakan 

situasi yang kondusif diantara masyarakat, dan masyarakat dapat melakukan 

aktivitas transaksi dengan aman dan nyaman tanpa adanya kerugian yang 

tercipta akibat praktik manipulasi dan kecurangan.
88

 Pemerintah 

mengeluarkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur 

tentang pemanfaatan teknologi melalui Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). 

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (ITE) 

dimaksudkan sebagai respon terhadap perkembangan zaman yang 

menghendaki adanya pengaturan lebih lanjut pada ranah teknologi digital. 

Karena teknologi menjadi salah satu instrument yang dapat digunakan untuk 

membuat langkah-langkah tindak kejahatan, maka dibutuhkan norma yang 

                                                             
 

87
Hamdan Abdillah, Hukum Jual Beli Online di Indonesia, (Yogyakarta: Media Patners, 

2016), 15. 

 
88

Ferdinan Simatupang, Konstelasi Jual Beli dalam Pergeseran Zaman, (Semarang: Octa 

Press, 2020), 43. 



 
 

 
 

64 

dapat mengatur pengunaannya agar dapat sesuai dengan hajat dan 

kemaslahatan manusia.
89

 Pertimbangan Undang-Undang Informasi Teknologi 

dan Elektronik ( UU ITE) huruf c menegaskan bahwa urgensi dibentuknya 

peraturan ini adalah untuk mengatur laju perkembangan teknologi yang 

dibawa pada era globalisasi, sehingga terdapat transformasi dalam bentuk 

perbuatan hukum yang baru.
90

 Perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang 

ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang secara konsekuen memiliki 

padanan dalam perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang ada akan tetapi bentuknya berbeda, seperti contoh jual beli 

online atau kegiatan transaksi dengan sistem elktronik. 

Jenis-jenis jual beli online dapat dibilang sangat bermacam-macam di 

era sekarang ini. jual beli yang dilakukan melalui layanan daring tidak hanya 

mengacu pada sebuah pembelian terhadap barang saja, akan tetapi pada jasa 

ataupun sektor perdagangan lainnya. Dan di era gencarnya penggunaan media 

sosial terdapat sebuah trend yang dikenalkan sebagai jalur bisnis bagi 

seseorang yang ingin meraup keuntungan yaitu salah satunya adalah jual beli 

followers Instagram. Instagram adalah layanan daring yang beroperasi dengan 

tujuan sebagai alat komunikasi serta memiliki beberapa fitur untuk melakukan 

upload foto dan video.Followers adalah akun pengguna yang melakukan 

proses mengikuti akun lain.  

Jual beli followersmenjadi trend tersendiri bagi setiap pengguna 

Instagram, dikarenakan dengan adanya jumlah followers yang banyak maka 
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basis pendukung dalam satu akun dapat menciptakan sebuah impact yang 

sangat besar bagi satu pengguna Instagram. Selain itu, memiliki followers 

banyak merupakan impian yang didambakan seseorang, sehingga ketika 

seorang pengguna memiliki jumlah followers banyak, maka hal tersebut 

dianggap sebagai sebuah pencapaian tersendiri dalam hidup.
91

 Kuantitas 

followers Instagram bagi setiap akun yang memiliki tujuan pemanfataan 

berupa kegiatan bisnis dan pencari popularitas menjadi hal yang sangat 

penting. Dengan adanya anggapan bahwa jumlah followers merupakan 

patokan seseorang memiliki dampak dalam berinstagram, oleh karena itu 

seseorang berinovasi dan memanfaatkan momentum ini untuk membuat bisnis 

dalam bentuk jual beli followers Instagram. 

Teknis penjual followers Instagram adalah pelaku usaha dalam bidang 

pelayanan jasa bukan barang, karena berdasarkan teknis operasional penjual 

followers memberikan price list berupa harga berapa jumlah followers yang 

diinginkan dengan klasifikasi pengikut aktif dan pasif, penjual juga memberi 

keterangan bagi pembeli yang ingin melakukan pembelian followers.
92

 Dari 

teknis penjualan followers Instagram, model penjualan tersebut bukan pada 

penyerahan sebuah barang, akan tetapi pada layanan jasa untuk menambah 

followers dari pembeli, dan dalam pembelian tersebut setiap penjual memiliki 

teknis yang berbeda pada pengaturan akun yang ditambahkan, akan tetapi 

pada umumnya, jasa ini didasarkan pada pembuatan akun baru yang 
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dioperasikan oleh satu orang.
93

 Secara sederhana tidak ada patokan yang 

sangat jelas dalam teknis jual beli followers Instagram, dan kebanyakan dalam 

penjualan followers ini terdapat kecurangan dan unsur penipuan yang terjadi. 

Akan tetapi, tidak sedikit akun penjual followers instagram juga melakukan 

jual beli secara terpercaya. 

Jual beli followers Instagram merupakan salah satu bisnis yang 

dilakukan dalam jaringan online. Secara teknis, penjualannya dipasarkan 

melalui berbagai media, baik dari Instagram atau e-commerce dengan sistem 

pembayaran menggunakan e-money. Sebagai salah satu jual beli yang 

dijalankan melalui sistem informasi elektronik, dasar legalitas dari penjualan 

ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Informasi dan Traksaksi Elektronik. Meskipun secara inplisit tidak terdapat 

pengaturan secara detail mengenai jual beli ini, Undang-Undang Informasi 

Teknologi dan Elektronik(UU ITE) telah memberikan rambu-rambu yang 

secara garis besar dapat menjadi pedoman terhadap transaksi yang dilakukan 

dalam jual beli followers Instagram. 

Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) 

sebagai pedoman dalam bertransaksi elektronik menjawa segala kebutuhan 

dalam bidang bisnis yang dilakukan melalui sistem elektronik. Berdasarkan 

pertimbangan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) 

huruf e dijelaskan bahwa pemerintah dalam hal pemanfaatan teknologi dan 

sistem informasi elektronik didasarkan pada kepentingan untuk memajukan 
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sektor yang berdampak pada kemajuan negara, salah satunya adalah bidang 

perekonomian.
94

 Hal ini menegaskan bahwa usaha pemerintah dalam 

menerbitkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) 

didasarkan pada kepentingan masyarakat luas dalam bidang bisnis salah 

satunya adalah jual beli online yang menjadi trend zaman yang tidak dapat 

dihindari. Dijelaskan dalam pertimbangan selanjutnya pada huruf f bahwa 

pemerintah senantiasa mendukung perkembangan dan pemanfaatan teknologi 

kearah yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh orang dengan rasa aman dan 

nyaman berdasarkan pertimbangan nilai-nilai agama dan sosial masyarakat 

indonesia.
95

 Pertimbagan pada huruf f menjelaskan bahwa pembentukan 

Undang-Undang ini juga didasarkan atas usaha dan dukungan pemerintah 

untuk menunjang kemajuan bangsa melalui teknologi dengan catatan bahwa 

sistem pelaksanaannya dapat diakses oleh seluruh orang dan hal tersebut dapat 

memiliki kondisi yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman sesuai 

pertimbangan nilai-nilai yang hidup di negara Indonesia. Secara sederhana, 

pamanfaatan teknologi baik digunakan untuk interaksi dan aktivitas ekonomi 

haruslah diselenggarakan denga naman dan nyaman bagi setiap individu, 

terlebih dalam aktivitas ekonomi yang menjadi titik sentral serta bidang yang 

rawan untuk dimanipulasi untuk mendapatkan keuntungan secara sepihak 

degan cara merugikan orang lain.
96
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Jual beli online dalam pelaksanaannya harus menyesuaikan dengan 

norma yang telah diatur dalamUndang-Undang Informasi Teknologi dan 

Elektronik(UU ITE). Pada hakikatnya, jual beli online dilaksanakan 

berdasarkan asas yang telah dirumuskan sesuai dengan asas yang digunakan 

dalam akad pada umumnya. Selain itu, dalamUndang-Undang Informasi 

Teknologi dan Elektronik(UU ITE) diberikan tambahan terkait asas yang 

digunakan dalam proses transaksi yang dilakukan melalui layanan elektronik. 

Pasal 3 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) 

dijelaskan bahwa “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik 

dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, 

iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.
97

 

Prinsip ini menjadi dasar pelaksanaan dalam aktivitas transaksi elektronik, 

terutama dalam asas manfaat dan kehati-hatian. Kedua asas ini memiliki arti 

bahwa transaksi elektornik dalam pelaksanaannya para pihak harus 

mendapatkan manfaat secara merata, bukan hanya pada satu pihak saja. 

Sehingga tindakan mendapatkan untuk secara sepihak baik dalam bentuk 

manipulasi atau kecurangan tidak dapat dibenarkan. Selain itu, asas kehati-

hatian secara implementatif adalah para pihak harus saling berhati-hati atas 

setiap aktivitas transaksi yang dilakukan, karena tidak menutup kemungkinan 

pelaksanaan transaksi elektronik yang tidak bertemu secara langsung dapat 

menimbulkan potensi kecurangan dari pihak lain.
98

 Secara jelas prinsip 

aktivitas jual beli menggunakan sistem elektronik dijelaskan dalam Pasal 3 
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Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui 

Sistem Elektronik (PMSE), yang menyebutkan tujuh prinsip yang harus 

dikedepankan yaitu; iktikad baik, kehatian-hatian, transparasi, keterpercayaan, 

akuntabilitas, keseimbangan, adil dan sehat.
99

 

Berdasarkan Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik 

(UU ITE), transaksi elektronik terlaksana ketika meliputi para pihak yang 

terdiri dari pelaku usaha atau produsen dan pembeli, kesepakatan para pihak, 

objek jual beli, pembayaran yang didasarkan pada kesepakatan para pihak, 

sistem elektronik yang disepakati dalam mengadakan transaksi elektronik.
100

 

Pasal 9 Undang-Undang Informasi Teknologi dan Elektronik (UU ITE) 

menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem 

Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan 

dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”.
101

 Pasal ini 

menjelaskan aturan dasar bahwa pelaksanaan transaksi online dalam perihal 

penawaran serta pemasaran produk harus didasarkan pada pemberian deskripsi 

secara rinci dan gamblang serta tidak boleh ada unsur penipuan dalam 

pemberian deskripsi produk, sehingga konsumen mendapatkan gambaran 

produk yang benar. Kebenaran informasi dalam hal ini secara jelas 

digambarkan dalam Pasal 13 ayat 2 PP No. 80 tahun 2019 yang memberikan 

beberapa persyaratannya adalah sekurang kurangnya mengandung lima hal 

yaitu; kebenaran dan keakuratan informasi, kesesuaian antara informasi iklan 
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dan fisik barang, kelayakan objek/jasa, legalitas barang/jasa dan kualitas, 

harga, dan aksebilitas barang/jasa.
102

 

Jual beli followers Instagram jika ditinjau melaluiUndang-Undang 

Informasi Teknologi dan Elektronik(UU ITE) tidak menyalahi aturan yang 

telah ada. Secara teknis penjualan ini telah memenuhi beberapa unsur yang 

telah ditetapkan peraturan perundang-undangan. Pertama, para pihak aktivitas 

jual beli followers Instagram telah memenuhi unsur ini, karena terdapat pelaku 

usaha sebagai penjual jasa tambah followers dan konsumen sebagai pihak 

pengguna jasa tambah followers. Kedua, kesepakatan para pihak didasarkan 

atas persetujuan konsumen untuk membeli produk yang telah ditawarkan 

pelapak dalam bentuk jasa menambah followers Instagram sesua dengan price 

list yang tersedia. Ketiga, objek penjualan adalah followersyang telah 

disediakan oleh pelaku usaha dengan sumber yang secara jelas telah 

diklasifikasin dalam price list yaitu followers aktif dan pasif. Problematika 

dalam meninjau jual beli followersadalah pada bagian objek penjualan, karena 

perbedaan perspektif yang mendasari asumsi jual beli followers yang 

terkategorikan sebagai pembelian barang dan barang tersebut adalah hasil 

manipulasi. Jika ditelisik Kembali, bahwa jual beli ini seharusnya 

dikategorikan sebagai bagian dari jual beli terhadap jasa seseorang untuk 

menambahkan jumlah followers, bukan seseorang menjual jumlah 

followersnya. Dan followersyang telah ditambahkan adalah berupa akun yang 

dikelola oleh penjual, bukan akun yang didapatkan dari hasil mencuri. 
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Meskipun secara potensi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa followers 

yang didapatkan melalui hasil manipulasi dan mencuri, akan tetapi hal tersebut 

tidak dapat menjadi dasar untuk menjustice jual beli followers sebagai 

tindakan illegal. Keempat, pembayaran yang disepakati para pihak telah 

terdapat pada saat penjual dan pembeli telah mencapai kesepakatan dengan 

sistem pembayaran e-money yang telah disepakati bersama. Kelima, 

penyelenggaraan transaksi elektronik dilakukan berdasarkan kesepakatan 

bersama yang dilakukan dalam lingkup privat melalui aplikasi Instagram. 

Secara normatif, ketentuan dalamUndang-Undang Informasi 

Teknologi dan Elektronik(UU ITE) dan Peraturan Pemerintah Perdagangan 

Melalui Sistem Elektronik(PMSE) telah memberikan garis besar terkait 

penyelenggaraan praktik jual beli dalam sistem berbasis online. Akan tetapi, 

dalam praktik jual beli followers Instagram kedua aturan tersebut tidak 

menyebutkan secara rinci sehingga mengacu pada kedua ketentuan tersebut 

status jual beli followers Instagram memiliki keabsahan hokum dan memiliki 

konsekuensi hokum selama para pihak melakukan proses jual beli dengan 

memenuhi seluruh ketentuan dalam kedua aturan yaituUndang-Undang 

Informasi Teknologi dan Elektronik(UU ITE) dan Peraturan Pemerintah 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik(PMSE). 

B. Jual Beli Followers Instagram Dalam Hukum Ekonomi Syariah 

Istilah jual beli dalam diskursus fiqh adalah menggunakan kata bai‟ 

yang memiliki arti memberikan sebuah barang dengan harta atau menukarkan 
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sesuatu dengan sesuatu yang sepadan nilainya.
103

 Sedangkan istilah beli 

digunakan kata syira‟yang memiliki arti jual. Keduanya adalah dua kata 

majemuk yang memiliki konsekuensi secara logis, sehinga ketika bai‟ 

dipahami sebagai aktivitas mengeluarkan kepemilikan dari wilayah 

kepemilikan seseorang, maka syira‟ dipahami sebagai aktivitas memasukkan 

hak kepemilikan yang telah dikeluarkan seseorang.
104

 secara terminologis 

didefinisikan secara berbeda oleh para ulama fikih. Kalangan Syafi‟iyyah 

mendefinisikan jual beli sebagai aktivitas pertukaran sebuah harta dengan 

ketentuan yang khusus.
105

 Pengertian dari mazhab syafi’I memberikan 

gambaran bahwa jual beli adalah proses terlibatnya beberapa pohah dalam 

tukar-menukar barang yang dilakukan dengan persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh setiap pihak yang mengikuti proses tersebut. sementara Ibnu 

Rusyd dari kalangan Mazhab Maliki memberikan definisi terhadap jual beli 

adalah proses tukar menukar barang yang dilakukan dengan sebuah 

kompensasi.
106

 Maksud dari kompensasi adalah pertukaran tersebut 

didasarkan atas pergantian dengan sesuatu yang memiliki nilai, jika di era 

sekarang disamakan dengan menukar barang dengan uang.  

Dasar hukum jual beli menurut Al-Qur’an terdapat dalam surah 

Albaqarah ayat 275 sebagai berikut:
107
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Artinya: ”Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan 

seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan 

riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari 

Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya 

dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. 

Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, 

mereka kekal di dalamnya.” 

 

Islam secara tegas melegalkan jual beli, karena islam tidak hanya 

memberikan norma serta pedoman hidup untuk beribadah saja kepada Allah 

SWT, akan tetapi dalam urusan duniawi islam juga memberikan jalan yang 

secara legal untuk mengarungi kehidupan agar dapat hidup sejahtera, salah 

satunya adalah melalui aktivitas jual beli. Dalam jual beli, islam tidak serta 

merta melegalkan aktivitas ini dengan cuma-Cuma, akan tetapi terdapat norma 

dan rambu-rambu yang harus diperhatikan agar kegiatan jual beli tidak 

dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam mencari 

keuntungan dengan cara merugikan orang lain. Sehingga pada hakikatnya, jual 

beli harus dilaksanakan dalam kaidah kemaslahatan yang harus dikedepankan 

oleh setiap umat muslim. Hal ini ditegaskan dalam surah An Nisa ayat 29 

sebagai berikut:
108
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling 

memakakn harta sesasssmamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka 

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang kepadamu”. 

 

Ayat ini memberikan penegasan bahwa asas kemanfaatan dan 

kemaslahatan serta jual beli yang dilaksanakan dengan cara jujur merupakan 

dasar yang harus diperhatikan dalam aktivitas jual beli. Jalan batil yang 

ditempuh pada saat melakukan transaksi sangatlah dilarang dalam 

pelaksanaannya, salah satunya adalah pemaksaan yang dilakukan keada pihak 

pembeli untuk membeli produk yang dijual. Karena pada ayat ini jga 

dijelaskan mengenai asas suka sama suka dalam bertransaksi yang harus 

dikedepankan oleh para pihak. 

Islam sebagai agama yang dinamis berdasarkan prinsip keseuaian 

ajaran dalam setiap zaman dan tempat menjadikan islam sebagai agama yang 

memiliki ajaran sangat terbuka pada sebuah perkembangan zaman. Prinsip ini 

memberikan keleluasaan dalam ajaran beragama untuk dikembangkan secara 

signifikan untuk mendapatkan jawaban dari setiap tantangan zaman yang 

berlalu. Seperti contoh, perdagangan pada zaman nabi yang secara 

implementatif dilaksanakan dengan cara yang konvensional yaitu bertatap 

muka, kini perdagangan dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi yang 

sangat canggih dengan tidak perlu bertatap muka bagi para pihak. Akan tetapi, 
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islam sebagai agama yang menekankan pada unsur kemaslahatan pada saat 

jual beli terjadi menekankan pada pemenuhan prinsip yang ditujukan agar jual 

beli dengan konsep tidak bertatap muka menjadi satu jalan meraup 

keuntungan dengan jalan yang batil.
109

 

Transformasi aktivitas perdagangan konvensional ke arah perdagangan 

modern membuat terbukanya potensi untuk melakukan manipulasi dan 

kecurangan pada proses transaksi yang terjadi. Karena tidak mengharuskan 

pertemuan dari antara pihak dan hanya mendasarkan pada rasa saling percaya, 

maka potensi meraih keuntungan dengan cara-cara batil menjadi jalan mulus 

bagi seseorang yang tidak memiliki kredibilitas. Hal ini tentu sangat dilarang 

oleh syariat islam berdasarkan ketentuan agama yang berlaku. Oleh karena itu 

syariat islam sangat menjunjung tinggi terpenuhinya syarat akad dalam jual 

beli agar jual beli dilakukan dengan cara yang sah, sehingga sebab kehalalan 

terhadap pemindahan barang kepemilikan memiliki status sah dan halal. 

Hukum islam memberikan ketentuan terhadap jual beli yaitu harus 

dipenuhinya syarat dan rukun jual beli yang didasarkan pada syariat islam di 

Alqur’an dan hadits. Rukun tersebut terbagi dalam empat hal yaitu; Al-aqidani 

(orang yang berakad), Shigatul aqdi (lafadz ijab dan qabul), Mahalul aqdi 

(objek akad), dan Tsaman (nilai tukar).
110

 Persyaratan yang harus dipenuhi 

untuk menyempurnakan jual beli ditinjau dari empat hal; pertama, akidain 

harus berada pada kondisi yang telah mumayyiz yaitu seseorang harus secara 

aqliyyah berada pada kondisi yang mampu mengerti terhadap apa yang benar 
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dan yang salah. Kedua, sighatul aqdi harus dilaksanakan tanpa adanya 

interpretasi yang berbeda dan harus berada pada keseuaian antara ijab dan 

kabul. Ketiga, mahalul aqdi harus berupa barang yang ada dan diketahui 

perwujudannya, objek tersebut harus terkategorikan sebagai barang yang 

halal, bernilai dan memiliki kemanfaatan pada saat dijual. Keempat, tsaman 

berupa harga yang sesuai dengan kondisi barang dan telah tercapai 

kesepakatan diantara para pihak.
111

 Seluruh rukun dan syarat tersebut harus 

dipenuhi oleh setiap orang yang melakukan transaksi jual beli, sehingga secara 

konsekuen ketika rukun dan syarat tidak terpenuhi maka jual beli akan 

menjadi batal, bahkan menjadi sebuah transaksi yang haram. Selain rukun dan 

syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang melakukan transaksi, 

syariat juga memberikan kaidah berupa etika bagi seseornag yang 

melangsungkan kegiatan perdagangan, yaitu jujur, amanah, toleransi dan 

memenuhi akad dan janji. 

Jual beli yang dilakukan dengan tidak bertatap muka dan dilakukan 

melalui pemanfaatan teknologi tidaklah diatur di dalam syariat islam. Akan 

tetapi, hal ini tidak memberikan status hukum berupa pengharaman atas jual 

beli yang dilakukan dengan cara tersebut. sehingga berdasarkan prinisp, syarat 

dan rukun jual beli, ketika kegiatan transaksi memenuhi seluruh ketentuan 

tersebut, maka jual beli tersebut masih dapat dikategorikan sebagai jual beli 

yang sah. Jual beli seperti ini, pada zaman ini dinamakan sebagai jual beli 

online. Jual beli ini dapat digambarkan sebagai aktivitas transaksi yang 

                                                             
 

111
Susanto, Fikih Muamalah, 30. 



 
 

 
 

77 

dilakukan dengan memanfaatkan sebuah program jaringan daring yang telah 

memiliki jaminan terhadap keamanan data, dan para pihak dapat mengetahui 

pihak lainnya dengan melihat identitas yang digunakan dalam lapak yang 

dibuat. Secara mekanisme, jual beli online dilaksanakan berdasarkan pesanan 

barang yang diinginkan pembeli, penjual melakukan pemrosesan terhadap 

pesanan kemudian dilakukan pembayaran dan barang tersebut akan 

dikirimkan ke alamat pembeli. Teknis ini sebenarnya telah ada pada masa nabi 

yang disebut sebagai as salam, yaitu pembelian dengan cara memesan barang 

yang diinginkan serta pembeli memberikan deskripsi terhadap barang yang 

diinginkan, kemudian barang tersebut dikirimkan ke pembeli pada saat 

pembayaran telah dilakukan atau pembayaran dilakukan setelah barang 

diterima pembeli.
112

 

Jual beli online jika ditinjau berdasarkan macamnya memiliki  

kesamaan dengan jual beli konvensional pada jenis produk yang ditawarkan 

pada saat penjualan. Produk tersebut dapat diklasifikasikan pada penjualan 

barang dan jasa. Penjualan barang pada sistem jual beli online secara 

perinciannya memiliki jenis barang yang sangat bermacam-macam, berbeda 

dengan sistem konvensional yang mengacu pada penjualan barang-barang 

sandang, pangan dan papan, akan tetapi jenis-jenis tersebut berkembang 

dengan seiring zaman, seperti penjualan produk aplikasi dsb. Penjualan jasa 

menjadi produk yang terbarukan pada sistem jual beli online, karena pada jual 

beli konvensional, produk jual beli jasa seseorang didasarkan pada hal-hal 
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yang bersifat pekerjaan kasar seperti menyewa jasa seseorang untuk 

membenarkan kerusakan AC dsb. Pada sistem jual beli online, penjualan 

produk berupa jasa berkembang kearah yang sifatnya tidak seperti sistem 

konvensional yang terfokus pada pekerjaan kasar, akan tetapi pada sistem ini 

terdapat jual beli jasa yang sifatnya pekerjaan lunak seperti jasa editing berita, 

jasa pembuatan dokumen tugas atau jasa tambah followers. Dalam hal 

pembelian jasa, praktik jual beli jasa adalah kegiatan usaha yang tidak 

memiliki keharaman pada hakikatnya, selama hal tersebut tidak diarahkan 

kepada hal-hal yang dapat menyebabkan mudhorot kepada orang lain. Hukum 

islam mengenal praktik jual beli seperti ini dalam konsep ijarah 

(sewa).
113

Sayyid sabiq mendefinisikan ijarah sebagai akad berupa traksaksi 

antara pihak dengan tujuan mengambil unsur manfaat dari sesuatu dengan 

kompensasi yang telah disepakati.
114

 Mengambil manfaat dari sesuatu 

dimaksudkan untuk menunjukan kepada objek baik berupa keahlian seseorang 

atau objek benda dengan tidak mengalihkan hak kepemilikan dari pemilik 

objek. 

Jual beli followers Instagram dalam trend dunia media sosial menjadi 

bisnis yang sangat menjanjikan. Bagi seorang pengguna Instagram, followers 

merupakan aset yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi baik mencari 

popularitas atau kepentingan pribadi, oleh karena itu followers menjadi sangat 

penting untuk diperhatikan. Followers Instagram dibagi menjadi dua macam, 
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yaitu followers nyata dalam artian asli orang yang mengoperasikan 

akunnyadan followerstidak nyata berupa sistem BOT yang menjadi operator 

dari sebuah akun isntagram. Followersnyata secara aplikatif adalah seseorang 

yang secara aktif mengoperasikan akunnya dalam melakukan aktivitas 

bersosial media, sedangkan followers tidak nyata adalah followers yang 

bersifat pasif karena followers ini sangat jarang bersosial media. 

Pemanfaatan Instagram sebagai media selain social-information, 

membuat pengguna menciptakan sebuah akun dengan tujuan untuk melakukan 

kegiatan yang dapat menghasilkan uang seperti berbisnis melalui pengiklanan 

dengan memanfaatkan akun Instagram.
115

Tekhnis berbisnis dengan 

menafaatkan Instagram memfokuskan pengiklanan produk melalui postingan 

yang dapat menarik minat pembeli. Dan faktor keberhasilan yang dapat 

menunjang tingginya ketertarikan pembeli dengan produk adalah melalui 

aktivitas pengiklanan yang didukung oleh basis followers yang banyak.
116

 

Berbeda tujuan dengan pemanfaatan Instagram untuk mencari sebuah 

popularitas, pencapaian akun dengan memiliki followers yang banyak adalah 

dengan tujuan mendapatkan dukungan dan pengakuan berdasarkan eksistensi 

pengguna.
117

 Secara tekhnis penjual followers Instagram adalah pelaku usaha 

dalam bidang pelayanan jasa bukan barang, karena berdasarkan teknis 

operasional penjual followers memberikan price list berupa harga berapa 

jumlah followers yang diinginkan dengan klasifikasi pengikut aktif dan pasif, 

penjual juga memberi keterangan bagi pembeli yang ingin melakukan 
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pembelian followers.
118

 Dari teknis penjualan followers Instagram, model 

penjualan tersebut bukan pada penyerahan sebuah barang, akan tetapi pada 

layanan jasa untuk menambah followers dari pembeli, dan dalam pembelian 

tersebut setiap penjual memiliki teknis yang berbeda pada pengaturan akun 

yang ditambahkan, akan tetapi pada umumnya, jasa ini didasarkan pada 

pembuatan akun baru yang dioperasikan oleh satu orang.
119

 

Penentuan legalitas secara syar’i pada praktik jual beli followers 

Instagram terbilang sangat samar. Karena pada praktiknya, jual beli followers 

menjadi satu lahan basah bagi para penipu untuk melancarkan aksi phising 

dengan menawarkan jasa tambah followers Instagram. Phising merupakan 

upaya membobol akun seseorang dengan cara mengirimkan link yang dapat 

diakses untuk memberikan otoritas akun berupa username dan kata sandi.
120

 

Selain itu, pelaku usaha dalam bisnis ini tidak memiliki kejelasan terkait asal 

usul  followersyang ditambahkan pada saat melakukan transaksi jasa tambah 

followers. Akan tetapi, hal ini tidak dapat digeneralisasikan menjadi sebuah 

justifikasi terhadap aktivitas jual beli followers Instagram secara pasti. Karena 

tidak semua pelaku usaha jual beli followers melakukan hal tersebut. Beberapa 

pelaku usaha jual beli followers telah memberikan deskripsi secara terperinci 

baik asal usul ataupun SOP pelaksanaan jasa tambah followers Instagram. 

Polemik jual beli followers Instagram didasarkan pada pemanfaatan 

followers yang telah dibeli digunakan untuk hal-hal yang dapat menyebabkan 
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kemudhorotan bagi masyarakat. Karena dengan kuantitas followers Instagram 

yang banyak, maka seseorang dapat melakukan penggiringan opini pada 

masyarakat yang dapat menyebabkan terpecahnya masyarakat, terlebih jika 

opini yang disebar mengandung unsur kebencian, hal ini akan sangat 

merugikan bagi masyarakat. Akan tetapi, jika kuantitas followersyang banyak 

dimanfaatkan untuk menyebarkan kebaikan, maka penulis berpendapat tidak 

terjadi masalah. Selain itu, jika hal tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan 

bisnis seperti memasarkan produk agar dapat dijangkau oleh orang banyak, 

maka hal ini tidak dapat disebut sebagai tindakan yang dapat menyebabkan 

mudhorot. 

Prinsip, rukun dan syarat jual beli followers telah memenuhi seluruh 

akad jual beli dalam syariat. Prinsip dalam jual beli followers berdasarkan 

teknis penjualan followers Instagram telah memenuhi prinsip yang terdapat 

dalam syariat yaitu jujur, amanah, toleransi dan memenuhi akad dan janji. Dan 

secara syarat dan rukun jual beli followers Instagram telah memenuhi unsur 

rukun dan syarat yang diatur dalam syariat yaitu; Pertama, aqidain telah 

mumayyiz. Kedua, ijab dan qobul dari kedua pihak secara isyarat. Ketiga, 

mahallul aqdi secara jelas dan dapat dibuktikan keberadaannya dan tidak 

termasuk barang haram. Keempat, tsaman yang telah disepakati kedua belah 

pihak. Berdasarkan hal tersebut, jual beli followers Instagram telah memenuhi 

segala unsur jual beli yang dipersyaratkan untuk dipenuhi oleh syariat islam. 

Hal ini pun sesuai dengan syarat akad Ijarah, yaitu orang yang 

melakukan akad Ijarah haruslah berakal, kedua orang yang melakukan akad 
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telah rela untuk menyerahkan barang dan juga alat transaksi berupa uang 

untuk ditukarkan dengan barang yang akan tukarkan, objek Ijarah harus 

diketahui secara pasti manfaatnya, objek ijarah tidak boleh cacat (harus sesuai 

dengan yang dijanjikan diawal. 

Maka dari itu peneliti  berpendapat, bahwa jual beli followers memiliki 

keidentikan dengan jual beli ijarah. Jual beli ini didasarkan pada pemesanan 

barang yang dilakukan dengan pembayaran secara awal berdasarkan 

kesepakatan yang sesuai dengan price list yang telah disediakan penjual. Dan 

berdasarkan teknis jual beli followers instagram yang menjual sebuah jasa 

menambah followers pada sebuah akun, hal ini dapat dikategorikan sebagai 

ijarah. Karena pada dasarnya ijarah secara sederhana adalah transaksi yang 

dilakukan dengan mengambil manfaat dari sebuah objek, baik itu berupa 

barang atau keahlian. Dan dalam hal ini, followers merupakan barang yang 

tidak menetap, karena followers terutama yang terkategori sebagai followers 

aktif merupakan seseorang yang mengelola sebuah akun sehingga dapat secara 

tidak terduga seseorang tersebut mengunfollow atau kehilangan akses pada 

akunnya. Oleh karena itu, ijarah menurut peneliti lebih cocok untuk 

disematkan pada jual beli Instagram yang mendasarkan penjualan pada jasa 

tambah followers dengan hanya memanfaatkan kuantitas followers tanpa 

memindahkan hak kepemilikan. Sehingga dalam hal ini, pendapat peneliti 

adalah jual beli followers merupakan akad jual beli yang sah dan 

diperbolehkan. 
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Kasus penipuan yang dihasilkan melalui prinsip jual beli online seperti 

jual beli followers instagram memang terbilang sangat banyak, sehingga hal 

ini memerlukan kewaspadaan yang ekstra. Akan tetapi dalam hokum Islam 

berdasarkan kaidah “segala sesuatu (muamalah) hukumnya adalah boleh,  

selama tidak ada dalil yang tidak melarangnya”. Hal ini menunjukkan bahwa 

meskipun secara praktik, jual beli followers mengandung kewaspadaan, akan 

tetapi hal ini tidak menjadikan status jual beli followers haram secara mutlak. 

Dan perlu digaris bawahi, bahwa keharaman jual beli followers instagram 

adalah pada saat rukun dan persyaratan jual beli secara umum atau menurut 

akad ijarah tidak terpenuhi, maka hukumnya adalah haram secara mutlak. 

Dalam hukum positif praktik transaksi jual beli followers Instagram 

diperboleh apabila dalam bertransaksi tidak menyalahi aturan yang telah di 

tetapkan oleh peraturan yang berlaku pada hukumpositif di negara Republik 

Indonesia. hal ini juga berlaku jika dilihat dari sudut pandang Hukum 

Ekonomi Syariah, namun apabila dilihat dalam sudut Hukum Ekonomi 

Syariah diatur lebih ketat daripada hukum positif, bahkan terdapat beberapa 

pendapat ulama yang tidak memperbolehkan jual beli secara online. Hal ini 

dikarenakan jual beli online lebih banyak mengandung mudharat dan unsur 

gharar.
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari 

pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Analisis 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 

80 Tahun 2019 Terhadap Praktik Jual Beli Followers Instagram Dalam 

Perspektif Akad Ijaroh” memiliki kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jual beli followers Instagram merupakan jual beli yang legal untuk 

dilakukan, karena berdasarkan UU ITE, transaksi elektronik berupa jual 

beli followers instagram yang dijalankan sudah memenuhi susbtansi 

legalitas yang ditentukan dalam pasal 17-22 UU ITE yang mengatur 

transaksi elektronik. Selain itu, berdasarkan PP No. 80/2019 tentang 

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, jual beli ini telah memenuhi 

seluruh aspek baik prinsip dan persyaratan yang telah ditentukan untuk 

menyelenggarakan aktivitas perdagangan. Namun dengan adanya 

kebiasaan berupa penipuan dengan modus jual beli followers Instagram, 

maka status keabsahan transaksi dapat berubah menjadi satu praktik 

transaksi yang telarang jika melanggar salah satu persyaratan yang telah 

ditentukan dalam UU ITE dan PP No. 80 tahun 2019; 

2. Berdasarkan tekhnis jual beli followers instagram, praktik jual beli ini 

memiliki keidentikan dengan jual beli ijarah yang pelaksanaannya berupa 

pemesanan barang sesuai dengan ciri-ciri yang telah disebutkan kemudian 
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pembayarannya di awal, serta dalam teknis jual beli followers produk yang 

ditawarkan adalah jasa tambah followers yang tidak memerlukan 

pemindahan hak kepemilikan akun followers, akan tetapi pemanfaatan dari 

akun followers yang dimiliki penjual. Namun keidentikan jual beli 

followers Instagram dengan akad ijaroh tidak menutup kemungkinan 

menjadi salah satu akad yang syadz jika secara aspek rukun dan syarat dari 

akad ijaroh tidak terpenuhi. 

B. Saran-saran 

1. Kepada DPR untuk membuat rancangan peraturan perundang-undangan 

tentang SOP yang harus dijadikan pedoman bagi seseorang yang ingin 

melakukan bisnis seperti jual beli followers media sosial; 

2. Kepada pelaku usaha jual beli followers Instagram agar senantiasa 

menampilkan deskripsi secara terperinci dalam kegiatan usahanya, baik 

teknis atau penjelasan mengenai penggunaan jasa tambah followers secara 

transparan dan akuntabel; 

3. Kepada seluruh pengguna media sosial untuk lebih memperhatikan aspek 

kehati-hatian ketika ingin menggunakan jasa tambah followers dari pelaku 

usaha jual beli followers. 

4. Kepada setiap masyarakat diharapkan untuk lebih teliti dan lebih berhati-

hati lagi dikarenakan saat melakukan transaksi jual beli online pihak 

penjual dan pembeli tidak dapat saling bertemu, oleh sebab itu hal ini bisa 

memicu kecurangan/penipuan 
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